ABSTRAK

Uswatun Hasanah, 2015 : Transaksi Gadal Lahan Persawahan di Desa Temuasri
Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi dalam Tinjauan Prinsip Keadilan
Bertransaksi Secara Syariah.

Transaksi gadal lahan persawahan merupakan salah satu cara yang
digunakan oleh petani di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten
Banyuwangi dalam memenuhi kebutuhan demi keberlangsungan hidupnyan dan
keluarganya. Dalam Hukum Islam, gadai diatur sedemikian rupa agar praktik
yang dilakukan masyarakat tidak menimbulkan mudharat bagi pihak-pihak yang
bertransaksi, salah satunya unsur keadilan yang harus diperhatikan agar salah satu
pihak tidak ada yang dirugikan dan terdzalimi atas dilakukannya transaksi gadai.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah : Bagaimana
transaks gadai lahan persawahan di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten
Banyuwangi? Sub fokus penelitian : 1) Faktor apa sgjakah yang mendorong para
petani di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi melakukan
transaks gadai lahan persawahan? 2) Bagaimana praktik transaksi gadai lahan
persawahan di Desa Temuasti Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi? 3)
Bagaimana praktik transakss gadai lahan persawahan di Desa Temuasri
Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi dalam tinjauan prinsip keadilan
bertransaksi secara syariah?

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan praktik transaksi gadai lahan
persawahan yang dilakukan oleh para petani di Desa Temuasri Kecamatan Sempu
Kabupaten Banyuwangi yang ditinjau dari prinsip keadilan bertransaksi secara
syariah.

Daam mengidentifikasi masalah tersebut, penelitian menggunakan
analisis deskriptif kualitatif melalui field research (penelitian lapangan) untuk
menganalisis praktik transaksi gadai yang dilakukan oleh petani di Desa Temuasri
Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi. Adapun teknik pengumpulan data
menggunakan observasi, wawancara (interview) dan dokumentasi.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa gadai yang dilakukan petani
di Desa Temuasri merupakan transaksi hutang piutang dengan adanya jaminan
berupa sawah yang dikelola oleh murtahin sampai batas waktu gadai habis. 1)
Faktor pendorong yang menyebabkan petani melakukan gadai sawah diantaranya
untuk memenuhi kebutuhan konsumtif yang mendesak, membayar biaya
pendidikan anak, membayar biaya operasi istri, dan sebaga moda untuk
menggelola sawah mereka (produktif). 2) praktik gada sawah dilakukan oleh
kedua pihak dengan perjanjian tertulis di kantor Desa setelah melakukan
negosiasi. Marhun bih dibayar tunai di depan forum oleh murtahin kepada rahin.
Rukun gadai sesual dengan gadai Islam tetapi syarat tidak sesua karena ada syarat
dalam akad. 3) Transaks gadai sawah tidak sesuai dengan prinsip keadilan
bertransaksi secara syariah, karena adanya riba yang terdapat dalam pemanfaatan
barang gadai oleh murtahin yang disamakan dengan tambahan bayaran kepada
murtahin. Riba adalah kedzaliman dan kedzaliman merupakan ketidakadilan.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan sistem dan pedoman hidup. Dalam garan Islam
terdiri atas aturan-aturan yang mencakup keseluruhan sisi kehidupan
manusia yaitu agidah, akhlak dan figh. Dimana dua komponen yang
pertama agidah dan akhlak sifatnya konstan dan tidak mengalami
perubahan dengan berbedanya waktu dan tempat.! Sedangkan figh
senantiasa mengalami  perubahan sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan kehidupan manusia.

Figh terdiri dari bidang muamalah (sosia) dan bidang ibadah
(ritual). Ibadah merupakan sarana manusia untuk berhubungan dengan
sang pencipta (hablum minallah), sedangkan muamal ah digunakan sebagai
aturan main manusia dalam berhubungan dengan sesamanya (hablum
minannas). Muamalah inilah yang menjadi obyek luas yang harus digali
manusia dari masa kemasaa, karena seiring dengan perkembangan
kebutuhan hidup manusia akan senantiasa berubah.?

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh
manusia sgjak dahulu hingga sekarang sejalan dengan kebutuhan manusia
itu sendiri. Atas dasar itu, maka dijumpailah keanekaragaman transaksi

muamalah yang dilakukan manusia dalam berbagai suku bangsa, yang

! Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Y ogyakarta: (UPP) AMPY KPN, 2002), 71.
2 Eko Suprayitno, Ekonomi Islam (Y ogyakarta : Graha llmu, 2005), 1.
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esensinya adal ah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi
kebutuhan masing-masing demi kelangsungan hidup.

Salah satu bentuk interaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup
dapat berupa perikatan atau perjanjian dalam bentuk transaks (akad).
Transaksi yang dilakukan tersebut harus sesuai dengan hukum syariah
Islam, karena Isslam melarang cara-cara yang mengandung unsur-unsur
penindasan, pemerasan, atau penganiayaan terhadap orang lain.®> Karena
Isam sangat mengutamakan prinsip keadilan dan mashlahah dalam
mengatur setiap hubungan antar umat, dimana tujuan akhir dari hubungan
tersebut aalah falah (kemakmuran dunia akhirat).

Transaksi tersebut dapat berupatransaks gadai yang diperbolehkan
baik oleh Pemerintah maupun hukum agama Islam. Menurut Kitab
Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 tentang Pegadaian disebutkan:
“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas
suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang
atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan
kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang
tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya,
dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang
telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan,

biaya-biaya mana harus didahulukan.”*

¥ Muhammad Sholikhul Hadi, Pegadaian Syariah (Jakarta : Salemba Diniyah, 2000), 49-50.
4 Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group,
2009),387.



Dasar diperbolehkannya transaksi gadai ialah firman Allah SWT

dalam Surat Al-Bagarah ayat 283 : °
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“Jika kamu dalam perjdanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang
dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)
Menyembunyikan persaksian. dan Barang siapa yang
menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa
hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-
Bagarah : 283)

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah memerintahkan
kepada pihak-pihak yang mengadakan perjanjian saat dalam perjalanan
tetapi tidak mampu menyediakan seseorang yang bertugas mencatata
perjanjian tersebut, untuk memperkuat adanya pinjaman, pihak yang
berhutang harus menyerahkan barang jaminan kepada pihak yang
memberikan hutang. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketenangan dan

kepercayaan sehingga tidak mengkhawatirkan kemungkinan yang akan

® Habiburrahim, Yulia Rahmawati, dkk, Mengenal Pegadaian Syariah, (Jakarta : Kuwais, 2012),
102-103.



terjadi atas uang pinjaman yang telah diserahkan kepada pihak yang
berhutang.

Sedangkan menurut Ulama figih, yaitu menurut Ibnu Qudamah,
gada (rahn) adalah harta benda yang dijadikan sebagai jaminan atas
utang, yang mana harta benda atau nilainya dijadikan sebagai pelunasnya
apabila yang berhutang tidak mampu melunasinya. Bisa juga dengan
memberikan harta sebagai jaminan utang agar digunakan sebagai pelunas
utang dengan harta atau nilai harta tersebut bila yang berutang tidak
mampu melunasinya.® Pemberian barang jaminan ini diadakan bila salah
satu pihak tidak saling percaya mempercayai.”

Dapat dismpulkan bahwa, gadai lahan persawahan merupakan
perjanjian hutang piutang antara dua orang atau lebih, di mana pihak
pertama disebut sebagai penggadai (orang yang berhutang) dan pihak
kedua disebut sebagai penerima gadai (orang yang memberikan hutang).
Penggadai memberikan jaminan berupa sawah kepada penerima gadai,
sedangkan penerima gadai memberikan sgjumlah uang sebagal hutang
yang harus dibayarkan ketika waktu sudah jatuh tempo.

Transaks gadai dapat terjadi dalam berbagai sektor di bidang
ekonomi, dimana sgja dan siapa pun dapat mel akukan transaksi gadai, baik
gada yang dilakukan oleh nasabah pada Lembaga Keuangan maupun
gada yang sering dilakukan masyarakat antar sesamanya demi untuk

memenuhi kebutuhan hidup. Transaks gadai salah satunya dapat terjadi

® Habiburrahim, Y ulia Rahmawati, dkk, Mengenal Pegadaian Syariah (Jakarta : Kuwais, 2012),

101.

"Mardani, Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah (Jakarta: Rgjawali Pres, 2014), 81.



pada sektor pertanian, seperti yang sering dilakukan oleh para petani di
Desa Temuasti Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi. Desa
Temuasri memiliki luas wilayah 1.032.090 hektar per meter persegi,
dimana 43% wilayah berupa lahan persawahan yang secara status
kepemilikan, lahan persawahan tersebut adalah milik warga. Hal ini
mengakibatkan 10% warga bermata pencaharian sebagal petani dan 24,5%
warga sebagal buruh tani dari keseluruhan jumlah penduduk di Desa
Temuasri yang mencapai 12.328 jiwa.®

Lahan persawahan yang dikelola oleh petani adalah lahan milik
pribadi maupun lahan milik orang lain yang berada di bawah
kekuasaannya akibat dari transaksi ekonomi yang dilakukan antar sesama
petani, seperti transaksi gadai. Gadai merupakan salah satu transaksi yang
sering dilakukan oleh petani yang juga pemilik lahan di Desa Temuasri
dengan cara memindahkan atau menjaminkan sementara lahan persawahan
ke tangan orang lain yang ditukar dengan sgfumlah uang yang dibutuhkan
sebagal utang. Lahan persawahan akan kembali ke tangan penggadai jika
uang yang dipinjam telah dikembalikan kepada penerima gadai dengan
jangka waktu yang sudah ditetapkan oleh kedua belah pihak ketika
melakukan perjanjian.

Dalam masyarakat kita, ada cara gadai yang hasil barang gadaian
itu, langsung dimanfaatkan oleh penerima gadai. Banyak terjadi terutama

di desa-desa, bahwa sawah dan kebun yang digadaikan langsung dikelola

8 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa K abupaten Banyuwangi, Profil Desa
Temuasri Tahun 2014, 20-21.



oleh penerima gadai dan hasilnya pun sepenuhnya dimanfaatkannya.’
Begitu pula yang terjadi pada masyarakat desa Temuasri dalam
memanfaatkan barang gadaian, di mana pihak penerima gadai dapat
memanfaatkan barang gadaian yang berupa sawah untuk dikelola sampai
batas waktu pengembalian hutang oleh penggadai. Tetapi barang jaminan
tetap milik orang yang menggadaikan, hanya saja dikuasai oleh penerima
gada sampal batas waktu yang ditentukan, di mana penggada harus
mengembalikan uang pinjaman, baru kemudian penerima gadai
mengembalikan sawah yang menjadi barang jaminan.

Dalam masalah gadai, Islam telah mengaturnya sedemikian rupa
baik mengenai rukun, syarat, dasar hukum diperbolehkannya melakukan
gadai, hingga tentang pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai.
Namun dalam pelaksanaannya di masyarakat tidak menutup kemungkinan
adanya penyimpangan dari aturan yang ada. Sebab, masalah yang terjadi
di masyarakat lebih kompleks dan berkembang sesuai dengan keadaan
yang dialami masyarakat.

Faktanya, transaksi gadai yang dilakukan oleh petani di Desa
Temuasri Kabupaten Banyuwangi merupakan transaksi hutang piutang
dengan jaminan berupa sawah dengan kondisi siap digarap. Barang
jaminan yang berupa sawah tersebut dimanfaatkan langsung oleh penerima
gadai yaitu dengan cara dikelola dan hasil panenannya pun dimanfaatkan

dan mutlak milik penerima gadai, sedangkan penggadai tidak memiliki

® M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaks dalam Islam (Figh Muamalat) (Jakarta : PT
RajaGrafindo persada, 2004), 256.



hak atas jaminan tersebut dan apabila sawah memberikan hasil, maka
penggadai juga tidak mendapatkan apapun. Dapat dikatakan bahwa
penggadai tidak ikut campur dalam mengelola sawah, karena sawah yang
berstatus sebagai jaminan tersebut berada dalam kekuasaan penerima
gadai. Disamping itu, modal yang digunakan untuk mengelola sawah
sepenuhnya modal dari penerima gadai, sehingga ketika masa panen tiba,
maka hasilnya pun hanya milik dan dikuasai oleh penerima gadai.
Berdasarkan fakta dan fenomena yang terjadi dalam transaksi gadai
yang dilakukan oleh para petani di Desa Temuasri Kecamatan Sempu
Kabupaten Banyuwangi, membuat peneliti tertarik untuk meneliti
transaks gadai sawah tersebut secara mendalam dan meninjaunya dari
prinsip keadilan yang merupakan salah satu prinsip paling penting yang
harus diperhatikan oleh orang Islam dalam melakukan transaksi muamalah
agar sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan dalam Hukum Islam.
Peneliti ingin melakukan penelitian lebih dalam terkait kasus tersebut,
dengan judul : “Transaksi Gadai L ahan Persawahan di Desa Temuasri
Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi dalam Tinjauan Prinsip

Keadilan Bertransaksi Secara Syariah”



B. Fokus Pendlitian
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka
fokus penelitian yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Fokus Pendlitian

Bagaimana transaksi gadai lahan persawahan di Desa Temuasri

Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi?

2. Sub Fokus Penelitian
a. Faktor apa sgjakah yang mendorong para petani di Desa Temuasri

Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi melakukan transaksi
gadai lahan persawahan?

b. Bagaimana praktik transaksi gadai lahan persawahan di Desa
Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi?

c. Bagaimana praktik transaksi gadai lahan persawahan di Desa
Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi dalam
tinjauan prinsip keadilan bertransaksi secara syariah?

C. Tujuan Pendlitian
Tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah
sebagal berikut :

1. Untuk mendeskripsikan faktor pendorong yang menyebabkan para
petani di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi
mel akukan gadai lahan persawahan.

2. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan proses praktik transaksi

gadai di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi.



3. Untuk mendeskripsikan tinjauan prinsip keadilan bertransaksi secara
syariah mengenai praktik transaksi gadai lahan persawahan di Desa
Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian
Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
penulis maupun pihak-pihak bersangkutan, antaralain :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta sebagai
media untuk menerapkan teori yang telah diperoleh selama berada di
bangku kuliah. Di samping itu, untuk mendapatkan gambaran secara
nyata mengenal praktik transaksi gadai lahan persawahan yang
dilakukan oleh petani di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten
Banyuwangi dan bagaimana jika kedua transaksi tersebut dilihat dari
prinsip keadilan bertransaksi secara syariah.

2. Bagi Petani

Dapat digunakan sebagal dasar referensi, masukan dan saran
bagi para petani untuk memperbaiki cara bertransaksi gadai lahan
persawahan yang sudah biasa mereka lakukan agar sesuai dengan
prinsip keadilan bertransaks secara syariah dalam memenuhi
kebutuhan hidup mereka yang dapat mereka lakukan melalui kedua
transaks tersebut. Hal ini sangatlah penting, sebab mayoritas petani di

desa Temuasri adalah orang muslim.
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3. Bagi Pihak Lain

Dapat digunakan sebagai acuan dan dasar referens bagi penulis
penelitian-penelitian berikutnya terutama dalam masalah transaks
gadai lahan persawahan.

E. Definisi Istilah
1. Transsks Gadai

Transaksi Menurut Sunarto Zulkifli dalam bukunya yang berjudul
“Dasar-dasar Akuntansi Perbankan Syariah” menyatakan bahwa :
“Secara umum transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi atau
keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak (seseorang dengan
seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan
pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam
meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar suatu
ketetapan hukum atau syariah yang berlaku.™

Sedangkan gadai (rahn) menurut Ibnu Qudamah adalah harta
benda yang dijadikan sebagai jaminan atas utang, yang mana harta
benda atau nilainya dijadikan sebagai pelunasnya apabila yang
berhutang tidak mampu melunasinya. Bisa juga dengan memberikan
harta sebagal jaminan utang agar digunakan sebagal pelunas utang
dengan harta atau nilai harta tersebut bila yang berutang tidak mampu

melunasinya.*

19" http: //mukhtar 171uthfy.wor dpr ess.com/2012/09/24/tr ansaksi-menur ut-para-ahli/, diunduh pada
tanggal 17 Desember 2014, pukul 10.16 WIB.
' M. Habiburrahim, Y ulia Rahmawati, dkk, Mengenal Pegadaian Syariah, 101.
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Dapat disimpulkan bahwa transaksi gadai adalah perjanjian hutang
piutang antara dua orang atau lebih dengan menjaminkan suatu barang
atau harta benda yang dimiliki sebagai jaminan atas utang yang dapat
dijadikan sebagai harga pelunasan apabila yang berhutang tidak bisa
mengembalikan hutangnya.

2. Lahan Persawahan

Lahan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai tanah
yang sudah dibuka untuk kepentingan usaha pertanian atau
perkebunan, dan persawahan diartikan sebagai tanah garapan untuk
ditanami sesuatu yang menghasilkan.*?

Sedangkan lahan persawahan dapat diartikan sebagal tanah terbuka
untuk kepentingan pertanian yang dapat digarap atau dikelola dengan
cara menanaminya dengan sesuatu yang dapat menghasilkan.

3. Prinsip Keadilan Bertransaksi Secara Syariah
Prinsip dadlam Kamus Bahasa Indonesia memiliki makna
dasar, asas kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir. Kata adil
memiliki makna tidak memihak, tidak berat sebelah, tidak condong
pada salah satu pihak, menetapkan hokum dengan benar, bertindak

sama dalam memberikan balasan, jika baik maka balasannya baik, dan

12 Rachmat Widodo, Kamus Bahasa Indoneisa (Surabaya : Karya llmu), 633.
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jika buruk maka balasannya buruk.™® Dan syariah dimaknai sebagai
hukum Islam yang dijadikan amalan dalam perbuatan.**

Dari ketiga makna tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip
keadilan bertransaksi secara syariah adalah suatu dasar yang
digunakan dalam Hukum Islam untuk mengatur transaksi muamalah
yang dilakukan oleh manusia agar dapat bersikap adil, tidak
memandang dan berpihak pada salah satu pihak serta tidak merugikan
salah satu pihak yang melakukan perjanjian dengan berlandaskan
hukum yang dibenarkan oleh Islam.

Berdasarkan definisi yang peneliti paparkan di atas, makna judul
penelitian “Persepsi Petani Terhadap Transaksi Gadai Lahan
Persawahan di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten
Banyuwangi (Tinjauan Terhadap Prinsip Keadilan Bertransaksi Secara
Syariah)” ini adalah tanggapan atau penerimaan para petani di Desa
Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi terhadap
perjanjian hutang piutang yang biasa mereka lakukan dengan cara
memberikan barang jaminan (gadai) yang berupa lahan persawahan
sigp tanam, dan praktik gadai tersebut kemudian ditinjau dari prinsip
keadilan yang menjadi salah satu prinsip dalam melakukan perjanjian

yang berdasarkan Hukum Syariat 1slam.

3 Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, Magasidusy-syari’ah : Memahami Tujuan
Utama SYariah (Tafsir Al-Qur’an Tematik) (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an,
2013), 264-265.

“ Ibid.,677.
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F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan
skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format
penulisan sistematika pembahasan adalah bentuk naratif, bukan seperti
daftar isi.”
BAB | PENDAHULUAN

Bab | menguraikan tentang latar belakang masalah, fokus
penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definis istilah dan
sistematika pembahasan.
BAB || KAJIAN KEPUSTAKAAN

Bab I menguraikan tentang penelitian terdahulu dan kajian teori
(sistem transaksi sewa, sistem transaks gadai dan prinsip keadilan
bertransaksi secara syariah).
BAB Il METODE PENELITIAN

Bab Il menguraikan tentang pendekatan dan jenis penelitian,
lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis
data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Bab IV menguraikan tentang gambaran obyek penelitian, penyajian

data dan analisis, dan pembahasan temuan.

> Tim Penyusun STAIN, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember : STAIN Jember Press,
2014), 55-57.
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BAB V PENUTUP atau KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian
yang telah dilakukan.
Bagian akhir : Daftar Pustaka, Pernyataan Keaslian Tulisan, dan

Lampiran-lampiran.



BAB I

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Pendlitian Terdahulu

Penelitian Muzaki Alfarobi (2013) dengan judul “Perilaku Gadai
Masyarakat Kaliwates Jember Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam”.
Penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku gadai
masyarakat, alasan masyarakat melakukan transaksi gadai, proses gadai
yang terjadi pada masyarakat dan perlakuan masyarakat Kaliwates
terhadap barang gadai. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melal ui
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan yang
digunakan oleh peneliti adalah teknik purposive sampling dan keabsahan
data menggunakan triangulasi sumber. Berdasarkan temuan di lapangan
dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa
transaks gadal yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Kaliwates
Kabupaten Jember telah sesuai dengan syarat-syarat dan rukun dalam
melakukan transaksi gadai.*

Penelitian Muhamad Jamroni (2010) dengan judul *“Analisis
Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah (Studi Kasus Gadai di Desa
Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal).” Penelitian tersebut
bertujuan untuk mendeskripsikan transaksi gadai yang dilakukan oleh

masyarakat desa Penyalahan dan untuk mendeskripsikan transaksi gadai

! Skripsi Muzaki Alfarobi, Perilaku Gadai Masyarakat Kaliwates Jember dalam Tinjauan Hukum
Ekonomi Islam (Jember : STAIN Jember, 2013).
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tersebut dalam prinsip ta’awwun (tolong-menolong). Dalam penelitian
tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik
pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.
Anadisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan
temuan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa praktik gadai yang
dilakukan masyarakat Desa Penyalahan Tegal sudah memenuhi syarat dan
rukun gadai, namun ada beberapa hal yang perlu dibenahi seperti
pengelolaan barang jaminan dan pembagian hasil barang jaminan. Dan
praktik gadai tersebut belum sesuai dengan prinsip ta’awwun (tolong-
menolong) dalam Islam, karena dalam praktiknya terkesan mengambil
keuntungan oleh penerima gadai atas hasil pengelolaan barang jaminan
dengan mengambil semua keuntungan.?

Penelitian Kuroh (2012) dengan judul “Analisis Hukum Islam
Terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai (Persepsi Ulama Salem Terhadap
Praktik Gadai Sawah di Desa Banjaran, Salem, Brebes).” Penelitian ini
bertujuan untuk mendeskripsikan pemanfaatan barang jaminan atas
transaks gadai berupa sawah menurut Hukum Islam dan mendeskripsikan
persepsi ulama setempat tentang praktik pemanfaatan barang gadai berupa
sawah di desa Banjaran, Salem, Brebes. Dalam penelitian tersebut, peneliti
menggunakan pendekatan kualitatif denga teknik pengumpulan data
melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data pendliti

menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan temuan di

2 Skripsi Muhamad Jamroni, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah (Studi Kasus
Gadai di Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal) (Semarang : IAIN
Walisongo Semarang, 2010).
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lapangan, dapat dissmpulkan bahwa praktik gadai yang dilakukan oleh
masyarakat desa Banjaran jika dilihat dari segi rukun dan syarat akad tidak
sah. Terjadi kecacatan dalam akad. Yaitu adanya syarat yang berkaitan
dengan pemanfaatan barang gadai yang secara keseluruhan berpindah
ketangan murtahin. Ulama setempat juga berbeda pendapat menanggapi
masalah pemanfaatan marhun tersebut, ada ulama yang mengatakan
pemanfaatan marhun tidak apa-apa dan ada yang mengatakan tidak boleh.®

Penelitian sekarang dengan judul “Persepsi Petani Terhadap
Transaksi Gadai Lahan Persawahan di Desa Temuasri Kecamatan Sempu
Kabupaten Banyuwangi (Tinjauan Terhadap Prinsip Keadilan Bertransaksi
Secara Syariah)”. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian
terdahulu terletak pada masalah yang diteliti yaitu persepsi petani Desa
Temuasri terhadap transaksi gadai yang mereka lakukan sendiri yang
ditinjau dari prinsip keadilan bertransaksi secara syariah, dengan
kesimpulan bahwa obyek penelitian adalah para petani Desa temuasri.
Penelitian sekarang juga menggunakan teknik key informan dalam metode
penentuan informan, di samping menggunakan teknik purposive seperti
pada penelitian terdahulu. Sedangkan persamaannya terletak pada teknik
pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumenter, dan
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode field study
(penelitian lapangan).

B. Kajian Teori

% Skripsi Kuroh, Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai (Persepsi Ulama
Salem Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Banjaran, Salem, Brebes) ( Semarang : IAIN
Walisongo Semarang, 2012).
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1. Gadai
a) Pengertian Gadai

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150
tentang Pegadaian disebutkan : “Gadai adalah suatu hak yang
diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak,
yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh
seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan
kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari
barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang
berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang
barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk
menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya
mana harus didahulukan.”

Gadai dalam bahasa Arab disebut rahn. Secara bahasa
(Lughotan), rahn berarti “tetap dan lestari”, seperti juga dinamai
al-habsu artinya ‘penahanan’.’> Rahn adalah penyerahan barang
yang dilakukan oleh mugtaridh (orang yang berhutang) sebagai
jaminan atas hutang yang diterimanya. Dengan demikian, pihak
yang memberi hutang memperoleh jaminan untuk mengambil
kembali seluruh atau sebagian piutangnya apabila peminjam tidak

mampu membayar hutangnya, dengan beberapa ketentuan.®

* Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, 387.

® |smail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis,
dan Sosial) (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), 198.

® Dumairi Nor, Ekonomi Syariah Versi Salaf (Pasuruan : Pustaka Sidogiri, 2007), 110.
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Menurut Sabiq (1983), rahn didefinisikan sebagai tindakan
yang menjadikan barang yang mempunya nilai harta menurut
pandangan syara’ sebagai jaminan utang hingga orang yang
bersangkutan boleh mengambil utang.’

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa
gadai (rahn) adalah transaksi antara dua pihak dimana salah satu
pihak sebagai penggadai dengan memberikan harta bernilai yang
dia miliki kepada penerima gadai sebagai sebuah jaminan agar
dapat mengambil sgiumlah utang. Apabila orang yang berhutang
tidak mampu melunasi hutangnya, maka pihak terutang boleh
mengambil pengganti melalui barang jaminan tersebut sesual
dengan ketentuan syara’.

Dalam kehidupan ini ada sgja dari anggota masyarakat yang
memerlukan dana mendesak, seperti untuk pengobatan, biaya
hidup dan masih banyak keperluan-keperluan yang tidak bisa
dielakkan. Orang tersebut terpaksa meminjam uang dengan
jaminan barang, sebagal pegangan sekiranya pinjaman itu tidak

dapat dikembalikan.

b) Hukum dan Landasan Syara’ Gadai

" Nawawi, Fikih Muamalah Klasik, 199.
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Para ulama sepakat bahwa gadai (rahn) diperbolehkan,
tetapi tidak diwgjibkan sebab gadai hanya jaminan sgja jika kedua
pihak tidak saling mempercayai. Firman Allah SWT. : Al-Bagarah:
283 “Farihanum Magbudlah” pada ayat di atas adalah irsyad
(anjuran baik) sgjakepada orang beriman.® Firman Allah SWT.

Surat Al-Bagarah ayat 283 : °
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“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka
hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang
berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercaya sebagian
yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan
amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)) Menyembunyikan
persaksian. dan Barangsigpa yang menyembunyikannya, Maka
Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah
M aha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Hadits rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari,

Nasal dan Ibnu Majah dari Anasr.a. iaberkata:

8 Rachmad Syafei, Figih Muamalah (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 161.
® Habiburrahim, Y ulia Rahmawati, dkk, Mengenal Pegadaian Syariah, 102-103.
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“Rasulullah  SAW. merungguhkan baju besi kepada seorang
Yahudi di Madinah ketika beliau mengutangkan gandum dari
seorang Yahudi.”*°
Ijma’ Ulama : para ulama telah sepakat bahwa gadal itu
boleh dan tidak terdengar seorang pun menyalahinya.'*
¢) Rukun dan Syarat Gadai
Gadai (rahn) memiliki limarukun, yaitu sebagai berikut :*?
1. Rahin, orang yang menggadaikan. la adalah orang yang
berhutang.
2. Murtahin, orang yang menerima gadai. la adalah orang yang
memberi piutang.
3. Marhun, barang gadai.
4. Marhun bih, utang. Nila atau barang yang dipinjam rahin
kepada murtahin.
5. Sghat akad, kontrak ijab gabul.
Syarat gadai (rahn) menurut syara’ adalah sebagai berikut :
1. Syarat yang berhubungan dengan pihak yang berakad (rahin dan

murtahin)

19 Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2011), 107.
" Nawawi, Muamalah Klasik, 192.
12 Habiburrahim, Y ulia Rahmawati, dkk, Mengenal Pegadaian Syariah, 105.
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Rahin dan murtahin harus mempunya kemampuan, yaitu
berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang
untuk melakukan transaks kepemilikan. Setiap orang yang sah
untuk melakukan jual beli maka ia juga sah melakukan rahn,
karena gadal seperti jual beli, yang merupakan pengelolaan
harta.'®

Menurut ulama Syafi’iyah adalah orang yang telah sah
jua beli, yakni berakal dan mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan
harus baligh. Dengan demikian, anak kecil yang sudah
mumayyiz dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya
dibol ehkan melakukan rahn.**

2. Syarat yang berhubungan dengan marhun (barang gadai)

Barang gadai adalah barang yang digadaikan untuk
menjadi jaminan atas utang. Jika tidak mampu melunasi utang,
barang itu bisa megjadi pelunasannya bila nilai harganya sama
dengan nilai utang. Tetapi bila tidak senilai, maka barang gadai
tersebut bisa dijua untuk menutupi utang.

Para ulama figih sepakat bahwa syarat barang gadaian
adalah sama seperti syarat yang dikenakan pada barang jua beli,
sehingga memungkinkan penjualannya untuk melunasi utang.

Ulama Syafi’iyah berpendapat senada dengan ulama

Hanafiyah yang mengemukakan bahwa barang yang dapat

3 Nawawi, Fikih Muamalah Klasik, 199.
¥ gyafei, Figih Muamalah, 162.
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digadaikan itu adal ah semua barang yang boleh dijual. Jadi tidak

terbatas pada barang yang bergerak sgja. Barang yang tidak

bergerak juga daat digadaikan dengan catatan barang tersebut
dapat dijual.

Secara umum marhun atau barang gadai harus memenuhi
syarat sebagai berikut :

a. Harusbisadiperjua belikan.

b. Marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah, tidak
berupa barang haram.*

c. Harusberupa hartayang bernilai.

d. Marhun jelas dan tertentu, serta diketahui keadaan fisiknya.

e. Marhun merupakan milik rahin secara utuh.

f.  Marhun bisa diserahkan.*®

g. Marhun itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran
dalam beberapa tempat.

3. Syarat yang berhubungan dengan marhun bih (utang)
Syarat-syarat utang sebagai berikut :

a.  Marhun bih hendaklah barang yang wajib diserahkan
Menurut ulama selain Hanafiyah, marhun bih hendaknya
berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang
menggadaikan barang (oleh murtahin kepada rahin).

b. Marhun bih memungkinkan dapat dibayarkan

15 Nawawi, Fikih Muamalah Klasik, 200.
16 Syafei, Figih Muamalah, 164.
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Jika marhun bih tidak dapat dibayarkan, rahn menjadi tidak
sah. Sebab menyalahi maksud dan tujuan dari
disyariatkannya rahn.
c. Marhun bihitu jelas, tetap dan tertentu
Utang itu harus diketahui atau tertentu dari segi jumlah dan
sifatnya bagi kedua belah pihak yang berakad.*’
4. Syarat yang berhubungan dengan sighat akad (ijab gabul)

Sghat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga
dengan waktu di masa mendatang. Rahn mempunya sSisi
pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual
beli, sehingga tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau
dengan suatu waktu tertentu atau dengan waktu di masa depan
(Ulama Hanafiyah).

Adapun Ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah
mengatakan apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung
kelancaran akad, maka syarat itu dibolehkan. Namun, apabila
syarat itu bertentangan dengan tabiat akad rahn, maka
syraratnya batal.

Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa syarat yang
disyaratkan dalam akad rahn adatigajenis :*®
a. Syarat yang sah, dalam akad mencantumkan syarat kontrak

gadai, sperti syarat pembayaran utang yang didahulukan

Y Habiburrahim, Y ulia Rahmawati, dkk, Mengenal Pegadaian Syariah, 109.
'8 Nawawi, Fikih Muamalah Klasik, 202.
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sebelum membayar kepada piutang yang lain atau syarat

dalam berakad harus ada saksi.

b. Syarat yag tidak sah, akad bersyarat yang tidak ada maslahat

dan tidak ada tujuan, seperti mensyaratkan jangan
menggunakan barang gadai. Demikian itu syaratnya tidak
sah, tetapi akad gadai sah.

Syarat yang merusak akad, akad bersyarat yang merugikan
sdah pihak yang berakad, seperti memberi tambahan
pembayaran kepada murtahin.

Ucapan shighat akad adalah sebagai berikut:*®

Tidak ada perkataan lain yang memisah antara ucapa

penyerahan (ijab) dan ucapan penerimaan (gabul).

b. Keserasian ijab dan gabul

Contoh sighat : rahin (pihak yang menggadaikan) berkata,
“saya gadaikan barang ini”, murtahin (penerima gadai)

menjawab, “saya terima gadaian ini.”

d) Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Gadai

Akibat hukum adanya kesepakatan dalam suatu perjanjian

ialah berlakunya hak dan kewgjiban yang bersifat mengikat
para pihak.? Hak dan kewajiban tersebut diantaranya:

1. Hak dan Kewajiban Rahin

a. Hak pemberi gadai (rahin)

Nor, Ekonomi Syariah Versi Salaf, 112-113.
“Burhanuddin, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari’ah (Yogyakarta : Graha lImu, 2010),

173-174.
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Hak penggadai (rahin) antara lain, berhak
mendapat pengembalian harta (marhun) yang digadaikan
sesudah ia melunasi utangnya (marhun bih), rahin berhak
menerima sisa hasil penjualan marhun sesudah dikurangi
biaya pelunasan pinjaman dan biaya-biaya lainnya, dan
rahin berhak meminta kembali marhun apabila murtahin
telah jelas menyal ahgunakan marhun.

b. Kewagjiban pemberi gadai (rahin)

Kewajiban rahin antara lain, rahin wajib melunasi
pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu
yang telah ditentukan dan rahin berkewgjiban merelakan
penjualan harta benda gadaian bila dalam jangka waktu
yang telah ditentukan rahin tidak bisa melunasi utangnya.

2. Hak dan Kewajiban Murtahin®
a. Hak Penerima Gadai (Murtahin)

Hak murtahin antara lain, murtahin berhak menjual
marhun apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan
rahin tidak bisa melunasi hutangnya, murtahin berhak
mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan
untuk menjaga keselamatan marhun, dan selama marhun
bih belum dilunasi, maka murtahin berhak menahan

mar hun yang diserahkan oleh rahin.

%! Sadli Rais, Pegadaian Syari’ah : Konsep dan Sistem Operasional (Jakarta: Ul Press, 2006), 45.
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b. Kewagjiban Penerima Gadai (Murtahin)

Kewgjiban murtahin antara lain, murtahin
berkewagjiban bertanggung jawab atas hilangnya atau
merosotnya harga marhun apabila hal itu atas kelaaiannya,
murtahin tidak boleh menggunakan marhun untuk
kepentingan sendiri, dan murtahin berkewajiban untuk
memberitahu rahin sebelum diadakan penjualan marhun.

e) Status Barang Gadai
Ulama figih menyatakan bahwa akad rahn akan dianggap
sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum
sudah berada ditangan yang menerima gadai (murtahin), dan
pinjaman (marhun bih) yang dibutunhkan oleh rahin sudah
diterimanya. Status hukum barang gadai terbentuk pada saat
terjadinya akad atau kontrak utang piutang yang dibarengi
dengan penyerahan barang jaminan.?? Tidak sah menggadaikan
barang yang statusnya sebagal barang rampasan atau barang
pinjaman dan semua barang yang diserahkan kepada orang lain

sebagai jaminan.”

f) Prinsip-prinsip Dalam Akad Rahn

Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam akad rahn,

diantaranya adalah sebagai berikut :%*

22 7ainudin Ali, Hukum Gadai Syari’ah (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 25.
% Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah (Y ogyakarta: Ekonisia, 2003), 161.
2 zainudin Ali, Hukum Gadai Syari’ah, 27.
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1. Akad rahn adalah akad tabarru’

Pada dasarnya gadai atau rahn adalah akad tabaru’
(kebajikan).”® Dimana sikap menolong dan sikap amanah
sangat ditonjolkan, ha ini sesuai dengan fungsi dari gadai
yang sematamata untuk memberikan pertolongan kepada
orang yang membutuhkan dengan bentuk marhun sebagai
jaminan, bukan untuk mengambil suatu manfaat yang sebesar-
besarnya.?®

2. Hak dalam gadai rahn bersifat menyeluruh

Mayoritas fugoha berpendapat bahwa rahn berkaitan
dengan keseluruhan hak barang yang digadaikan dengan
bagian lainnya, yaitu jika seseorang menggadaikan sgumlah
barang tertentu kemudian ia melunasi sebagiannya, maka
keseluruhan barang gadai masih tetap di tangan penerima
gadal sampai orang yang menggadaikan melunasi semua
hutangnya.

Namun sebagian ahli figih berpendapat bahwa barang
yang masih tetap berada di tangan murtahin, dalam kasus di
atas hanya sebagiannya sgja sebesar hak yang belum dilunasi

oleh rahin.?’

% zainudin Ali, Hukum Gadai Syari’ah, 27.
% Sadi Rais, Pegadaian Syari’ah : Konsep dan Sistem Operasional, 41.
%" zainudin Ali, Hukum Gadai Syari’ah, 27.
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3. Pemeliharaan barang gadai (marhun)

Daam hal ini para ulama berbeda pendapat, para ulama
Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya
pemeliharaan barang gadai menjadi taggung jawab rahin
dengan alasan bahwa rahin yang menjadi pemilik barang
tersebut dan yang menanggung resiko ataupun menikmati
hasilnya.?® Sedangkan para ulama Hanafiah berpendapat lain,
biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara
keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai
daam kedudukannya sebagai orang yang menerima
amanat. Kepada penggadai hanya dibebankan perbelanjaan
barang gadai agar tidak berkurang potensinya.®

g) Pemanfaatan Barang Gadai

Gadai (rahn) pada dasarnya bertujuan meminta kepercayaan
dan menjamin utang. Hal ini untuk menjaga jika penggadai (rahin)
tidak mampu atau tidak menepati janji, bukan untuk mengambil
keuntungan. Namun ulama sepakat mengatakan bahwa barang yang
digadaikan tidak boleh dibiarkan begitu sgja tanpa menghasilkan
sama sekali, karena tindakan itu termasuk menyia-nyiakan harta.
Tetapi apakah boleh bagi pihak rahin maupun murtahin
memanfaatkan barang gadai ? Dalam hal ini para ulama berbeda

pendapat, di antaranya yaitu :

% zainudin Ali, Hukum Gadai Syari’ah, 30.
% Muhammad Sholikhul Hadi, Pegadaian Syariah, 56.



30

a. Pemanfaatan barang gadai oleh rahin

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rahin tidak boleh
memanfaatkan barang gadai tanpa seizin murtahin, begitu
murtahin tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa seizin
rahin. Mereka beralasan bahwa barang gadai harus tetap
dikuasai oleh murtahin karena hak menahan marhun berada di
pihak murtahin, sehingga ia memiliki hak yang tetap sampai
akad rahn berakhir.®

Ulama Malikiyah berpendapat jika murtahin mengizinkan
rahin untuk memanfaatkan barang maka akad menjadi batal
karena tidak terpenuhinya kondisi penahanan terhadap barang
gadai. Adapun murtahin dibolehkan memanfaatkan barang gadai
sekadarnya (tidak boleh lama) itu pun atas tanggungan rahin.
Sebagian ulama Malikiyah berpendapat jika murtahin terlalu
lama memanfaatkan barang, ia harus membayarnya. Sebagian
lainnya berpendapat tidak perlu membayar. Pendapat lainnya
harus membayar, kecuali jika rahin mengetahui dan tidak
mempermasal ahkannya.**

Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa rahin dibolehkan
untuk memanfaatkan barang gadai. Jika tidak menyebabkan
barang gadai berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti

mengendarainya, menempatinya, dan lain-lain. Akan tetapi, jika

%0 | smail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik, 207.

% |bid.,209.
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menyebabkan barang gadai berkurang, seperti sawah dan kebun,
rahin harus memintaizin kepada murtahin.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa menelantarkan
barang gadai bertentangan dengan hukum syara’, oleh karena itu
rahin dan murtahin harus melakukan kesepakatan-kesepakatan
dalam pemanfaatan barang gadai. Ketika rahin dan murtahin
tiddk mencapai kesepakatan dalam penentuan batas-batas
kebolehan pemanfaatab, maka barang gadai harus dibiarkan
karena merupakan barang yang tertahan dari pemanfaatan
sampai rahin melunasi hutangnya.

b. Pemanfaatan barang gadai oleh murtahin

Jumhur fugaha berpendapat bahwa murtahin tidak boleh
mengambil suatu manfaat barang gadai, sekalipun rahin
mengizinkannya, karena hal itu termasuk kepada utang yang
dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk

riba. Rasulullah bersabda :

R Zo0r -
; ; @
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“Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba”.

(HR. Harits bin Abi Usamah).*

Ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah berpendapat bahwa

murtahin tidak berhak memanfaatkan barang gadai. Murtahin

¥ Suhendi, Figh Muamalah, 108.
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tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai, oleh karena
itu mempergunakan binatang gadaian, menyewakan rumah
gadaian, memakai kain gadaian dan lain sebagainya. Segala
manfaat dan hasil yang diperoleh adalah hak rahin.

Sebagaian ulama hanafiyah ada yang membolehkan
murtahin memanfaatkan barang gadai jika mendapat izin dari
rahin, tetapi sebagian lain tidak membolehkan meskipun telah
izin, bahkan mengkategorikannya sebagai riba. jika disyaratkan
ketika akad untuk memanfaatkan barang, hukumnya haram
sebab termasuk riba.

Ulama Syafi’iyah secara jelas melarang pemanfaatan

barang gadai oleh murtahin dengan dalil dari Abu Hurairah r.a.,
Rasulullah SAW. bersabda :
“Barang yang digadaikan tidak boleh tertutup dari pemiliknya
yang menggadaikan itu, sehingga mungkin dia mendapat
keuntungan dan menanggung kerugiannya”. (HR. Daruquthni
dan Al-Hakim)®

Ulama Syafi’i berpendapat bahwa pemanfaatan marhun
oleh murtahin juga tidak boleh dipersyaratkan di awal akad,
namun jika rahin mengizinkan memanfaatkan barang gadal,
maka hal itu diperbolehkan, karena hak kepemilikan merupakan

milik rahin sehingga ia boleh secara bebas mengizinkan siapa

sgja yang dikehendaki untuk memanfaatkan marhun.

3 Nawawi, Fikih Muamalah Klasik, 203.
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Menurut ulama Malikiyah, penerima gadai boleh
memanfaatkan barang gadal jika diizinkan oleh rahin dan tidak
menjadi syarat dalam akad serta barang gadai berupa barang
yang bisa diperjua Ibelikan dan ditentukan waktunya secara
jelas. Ulama Malikiyah member perincian mengenai status
hukum pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh murtahin
menjadi dua bagian, yaitu hutang yang bersifat gard dan hutang
yang bersifat jua beli atau transaks pertukaran. Dalam bentuk
yang pertama ulama Malikiyah melarang segala bentuk
pemanfaatan oleh murtahin, waaupun ha itu merupakan
tabarru’ dari rahin kepada murtahin.**

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa barang gadaian bisa
berupa hewan yang dapat ditunggangi atau dapat diperah
susunya, atau bukan berupa hewan. Apabila berupa hewan
tunggangan atau perahan, penerima gadai boleh memanfaatkan
dengan menunggangi atau memerah susunya tanpa seizin
pemiliknya, sesuai dengan dengan biaya yang telah dikeluarkan
penerima gadai. Selain itu penerima gadai supaya
memanfaatkan barang gadaian dengan adil sesuai dengan biaya
yang dikeluarkan.®

Menurut Imam Ahmad, Ishak, Al-Laits, dan Al-Hasan, jika

barang gadai berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau

% zainudin Ali, Hukum Gadai Syari’ah, 35-36.
% | smail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik, 203.



binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka murtahin
dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut
disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan selam
kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya. Rasulullah

SAW. Bersabda:

OIST3] oy S oy Ugas OISTS] (S el
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“Binatang tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaannya
apabila digadaikan, binatang boleh diambil susunya untuk
diminum karena pembiayaannya bia digadaikan bagi orang yang
memegang dan meminumnya wajib memberikan biaya
(nafkah)”.(HR. Bukhari)*®
Namun menurut madzhab Hambali, apabila agunan itu
bukan berupa hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya
pemeliharaan, seperti tanah, pemegang agunan tidak boleh
memanfaatkannya.®’
h) Berakhirnya Hak Gadai
Suatu perjanjian tidak ada yang bersifat tetap, artinya
perjanjian itu sewaktu waktu dapat berahir atau batal. Demikian
pula dalam perjanjian gadai.
Menurut Sayyid Sabiq hak gadai dikatakan batal apabila :

a. Rahin telah melunasi semua kewajibannya kepada murtahin

b. Rukun dan syarat gadai tidak terpenuhi

% Syhendi, Figh Muamalah, 108-109.
3" Nawawi, Fikih Muamalah Klasik, 204.
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c. Baik rahin maupun murtahin atau salah satu dari mereka ingkar
dari ketentuan syara’ dan akad yang telah disepakati bersama
2. Prinsip Keadilan dalam Transaksi Syariah
a) Pengertian Keadilan

Kata adil diartikan dengan tidak berat sebelah, berpihak
kepada kebenaran dan yang lemah, tidak sewenang-wenang.® Kata
adil berasal dari kosskata bahasa Arab dari akar kata ‘adala-
ya’dilu-‘adl, yang mengandung arti berbuat adil, keadilan,
kejujuran, sama, rata, sepadan, tengah-tengah, lurus, menetapkan
hukum dengan benar, bertindak sama salam memberikan balasan,
jika bailk maka balasannya baik, dan jika buruk maka balasannya
buruk.*®

Keadilan (adl) merupakan nilai paling asasi dalam garan
agama Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kedzaliman
adalah tujuan utama dari risalah para Rasul-Nya. Keadilan sering
kali diletakkan sedergjat dengan kebagjikan dan ketakwaan. Secara
garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di
mana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak
kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan

dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan

% Umnia Labibah, Wahyu Pembebasan (Relasi Buruh Majikan) (Y ogyakarta : Pustaka Alif, 2004),
119.

¥ Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, Magasidusy-syari’ah : Memahami Tujuan
Utama SYariah (Tafsir Al-Qur’an Tematik) (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an,
2013), 264-265.
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dalam setiap aspek kehidupan.®® Pada hakikatnya, Islam
menyambut baik terhadap upaya persamaan dan penghormatan
hak-hak dasar umat manusia di muka bumi. **

Keadilan juga harus diterapkan untuk menghindari praktik
kecurangan yang dapat mengakibatkan kezaliman bagi suatu
pihak.** Islam juga menuntut adanya keadilan, pemenuhan
kebutuhan dasar pekerjaan, kemerdekaan, keselamatan, serta bebas
dari penganiayaan dan kesewenang-wenangan.

Menurut Yusuf Qardhawi, keadilan adalah keseimbangan
antara berbagai potensi individu, baik mora maupun materiil,
antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat satu dengan
lainnya yang berlandaskan syariah Islam. Dalam asas ini, para
pihak yang melakukan perikatan (transaksi) dituntut untuk berlaku
benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenunhi
perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua
kewgjibannya** Meskipun secara factual jarang terjadi
keseimbangan dalam bertransaksi, namun hokum perjanjian Islam
tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan
antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun

keseimbangan dalam memikul risiko. Asas keseimbangan dalam

“OPysat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3El) Universitas Islam Indonesia
Y ogyakarta, Ekonomi ISlam (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2008), 58.

“! Edlam, Wacana Keadilan dalam Islam (Jakarta : Eslam, 1998),viii.

2 Said Sa’ad Marthon, Ekonomi Isam (Di Tengah Krisis Ekonomi Global) (Jakarta : Zikrul
Hakim, 2007), 90.

3 Edam, Wacana Keadilan dalam Islam, ix.

4 Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Jakarta : Kencana, 2007), 34.
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transaks (antara apa yang diberikan dan apa yang diterima)
tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami
ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan
tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba.*
b) Dasar Hukum Tentang Perintah Berbuat Adil

Dalam khazanah Islam, keadilan adalah keadilan llahi,
yaitu keadilan yang tidak terpisah dari moralitas, didasarkan pada
nilai-nilai absolut yang diwahyukan Tuhan dan penerimaan
manusia terhdap niai-nilai tersebut merupakan suatu kewajiban.

Firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 42 :

;J EANg 7 - - & - g % '/, — 27 -
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“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita
bohong, banyak memakan yang haram. jika mereka (orang Y ahudi)
datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah
(perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika
kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi
mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan
perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka
dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang
adil.”

5 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah : Sudi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 90.
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Kata adil dan derivasinyaterulang 28 kali dalam Al-Qur’an.
Ha itu menggambarkan urgensinya dalam kehidupan manusia.
Allah mendahulukan perintah ‘adl daripada ihsan dalam firman-

Nya surat An-Nahl ayat 90 :*°
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“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Daam konteks perintah kepada manusia untuk berlaku adil,
Allah menggunakan dua kosakata lain selain ‘adl dalam Al-Qur’an,
yakni al-gisth dan al-mizan dalam berbaga bentuknya. Kata al-
gisth dari akar kata gasatha-yaqgsuthu/yagsithu-gisth artinya
berlaku adil, sedangkan kata mizan dari akar kata wazana-yaznu-
mizan yang artinya timbangan, keadilan. Allah berfirman dalam

surat Al-A’raf ayat 29 :*

%6 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (Volume 7),
(Jakarta: Lentera Hati, 2002), 324.

4" Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, Magasidusy-syari’ah : Memahami Tujuan
Utama SYariah (Tafsir Al-Qur’an Tematik), 270-271.
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“Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". dan
(katakanlah): "Luruskanlah muka (diri)ymu di Setiap sembahyang
dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-
Nya. sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan
(demikian pulalah kamu akan kembali kepadaNya)".

Allah menggambarkan perjuangan pada jaan-Nya atas
dasar iman sebaga perniagaan atau transaksi, sesuatu yang
diberikan atau diperbuat, ditukar dengan sesuatu yang ingin
diterima. Allah memberikan tawar-menawar yang luar biasa. Apa
yang diminta manusia sedikit sekali, sedangkan yang diberikan
Allah sangat banyak.

c) Prinsip Keadilan dalam Transaks Syariah

Keadilan merupakan salah satu prinsip dalam melakukan
perjanjian atau transaksi menurut hukum Islam.

Sikap adil harus tercermin dalam perbuatan muamalat. Oleh
karenaitu, Isslam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap
adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Hal ini disebut juga
dengan kedzaliman.*®

Daam kehidupan bermasyarakat, keadilan lebih utama
daripada kedermawanan atau ihsan. IThsan adalah memperlakukan

pihak lain lebih baik dari perlakuannya, atau memperlakukan yang

8 Dewi, dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, 35.
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bersalah dengan perlakuan yang baik. Pada tingkat antar individu

memang ha baik namun akan berbahaya jika diterapkan pada

tingkat masyarakat. Keadilan adalah salah satu dari empat
keutamaan, yakni al-hikmah (kearifan), syaja’ah (keberanian),

‘iffah (kesucian) dan ‘adalah (keadilan).*

Dalam konteks hubungan antarmanusia, para pakar
mengemukakan tiga makna keadilan dalam a-Qur’an. Pertama,
adil dalam arti sama. Kedua, adil dalam arti seimbang atau
proporsional. Ketiga adil dalam arti perhatian terhadap hak-hak
individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya,
menempatkan sesuatu pada tempatnya. Keadilan yang demikian
mel ahirkan keadilan sosial.>

Implementas keadilan dalam kegiatan usaha (transaksi)
berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur:>*

1. Riba (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba
nasah maupun fadhl) adalah setigp tambahan pada pokok
piutang yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam
serta derivasinya dan transaksi tidak tunai lainnya, dan setiap
tambahan yang dipersyaratkan. Menurut Y usuf Qardhawi, riba
adalah memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan

kemungkinan mendapatkan risiko, mendapatkan harta bukan

49 Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, Magasidusy-syari’ah : Memahami Tujuan
Utama Svariah (Tafsir Al-Qur’an Tematik),265.

*Ibid.,268.

*! http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/asas-transaksi-syariah/, diunduh pada tanggal 17 Desember
2014, pukul 10.07 WIB
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sebaga imbalan kerja atau jasa, menjilat orang-orang kaya
dengan mengorbankan kaum miskin, dan mengabaikan aspek

perikemanusiaan demi penghasilan materi.>

. Kedzaliman (unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain,

maupun lingkungan) adalah menempatkan sesuatu tidak pada
tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai ukuran, kualitas
dan temponya, mengambil sesuatu yang bukan haknya dan
memperlakukan sesuatu tidak sesuai posisinya. Kezaliman dapat
menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat secara keseluruhan,
bukan hanya sebagian; atau membawa kemudaratan bagi salah
satu pihak atau pihak-pihak yang melakukan transaksi. Beberapa
hal yang termasuk kedzaliman, antara lain adalah perbuatan
riba, timbangan yang tidak adil, penagguhan pembayaran hutang
bagi yang mampu, dan masih banyak lagi perbuatan dzalim
lainnya. Riba adalah perbuatan yang dilarang.> seperti firman

Allah dalam surat Al-Bagarah ayat 275 :
P PEPred Lked éa
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“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan

riba”’

*2Dewi, dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, 35.

%3 |bid., 35.
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3. Maysir (unsur judi dan sikap spekulatif ) adalah setiap transaksi
yang bersifat spekulatif dan tidak berkaitan dengan
produktivitas serta bersifat perjudian (gambling).

4. Gharar (unsur ketidakjelasan) adalah setiap transaksi yang
berpotenss merugikan salah satu pihak karena mengandung
unsur ketidakjelasan, manipulasi dan eksploitasi informasi serta
tidak adanya kepastian pelaksanaan akad. Bentuk-bentuk gharar
antara lain: (a) tidak adanya kepastian penjua untuk
menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek
akad itu sudah ada maupun belum ada, (b) menjual sesuatu yang
belum berada di bawah penguasaan penjual, (c) tidak adanya
kepastian kriteria kualitas dan kuantitas barang/jasa, (d) tidak
adanya kepastian jumlah harga yang harus dibayar dan alat
pembayaran, (€) tidak adanya ketegasan jenis dan objek akad,
(f) kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan
yang ditentukan dalam transaksi, (g) adanya unsur eksploitasi
salah satu pihak karenainformasi yang kurang atau dimanipulas
dan ketidaktahuan atau ketidakpahaman yang ditransaksikan.

5. Haram (unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta
aktivitas operasional yang terkait) adalah segala unsur yang

dilarang secara tegas dalam al-Qur’an dan as-Sunnah.
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METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Pendlitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kasus (case study) atau
penelitian lapangan (field study). Penelitian kasus merupakan studi
mendalam mengena unit tertentu, yang hasil penelitian itu memberi
gambaran luas dan mendalam mengenai unit tertentu.*

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penditi adaah
pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian
dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki
suatu fenomena sosial dan masalah manusia.®

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif peneliti
ingin mengetahui langsung dari pelaku di tempat penelitian, yaitu
menygjikan data, menganalisis dan menginterpretasikannya. Peneliti
berupaya untuk menggambarkan dan menjelaskan persepsi petani di desa
Temusari atas transaks gadai lahan persawahan dan tinjauannya dalam
prinsip keadilan bertransaks secara syariah. Hal ini menjadi suatu alasan
bagi peneliti untuk menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

L okas Pendlitian
Lokas penelitian bertempat di Desa Temuasri Kecamatan Sempu

Kabupaten Banyuwangi.

! Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif (Bandung : Pustaka Setia, 2002), 54.
2 Julian Syah Noor, Metodologi Penelitian (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), 33-

34.
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C. Subyek Pendlitian
Dalam menentukan informan peneliti menggunakan metode key
informan dengan teknik purposive, yaitu teknik pengambilan responden
dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang
tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau
mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan penéliti
menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.>
Adapun informan yang akan dipilih yaitu :
1. Petani di Desa Temuasri
2. KepalaDesa Temuasti
3. KepalaKelompok Tani Desa Temuasri
4. Tokoh Masyarakat Desa Temuasri
D. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah
sebagal berikut :
1. Observas
Observas adalah pengamatan yang dilakukan secara sengga,
sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk
kemudian dilakukan pencatatan. Dalam penelitian ini digunakan
observas sistematis, dimana peneliti melakukan langkah sistematis
dalam mengamati obyek penelitian dengan menggunakan pedoman

instrumen informan, sehingga dapat menghasilkan data yang sesuai

% Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung : Alfabeta, 2014), 54.
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dengan fokus masalah yang telah ditetapkan.® Menurut Arikunto,
mencatat data observasi bukanlah sekedar mencatat, tetapi juga
mengadakan pertimbangan, hal ini bertujuan untuk memperoleh data
dari semua responden yang bersangkutan.

Teknik observas ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh
datatentang :

a. Kondisi geografis dan kondis kemasyarakatan warga Desa

Temuasri Kabupaten banyuwangi
b. Tranksaksi gadai lahan persawahan pada masyarakat Desa

Temuasri

2. Interview (Wawancara)

Metode interview (wawancarad) adalah teknik mendapatkan
informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan, percakapan
itu dilakukan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh
dua pihak, yaitu pewawancara (interviwer) yang bertugas sebagai
orang yang mengajukan pertanyaan dan yang dikenai pertanyaan atau
orang yang menjawab dari pertanyaan tersebut.”

Sebelum melaksanakan wawancara, peneliti  (pewawancara)
menyiapkan instrumen wawancara yang disebut pedoman wawancara
(interview guide). Pedoman ini berisi sgumlah pertanyaan atau
pernyataan yang meminta untuk dijawab atau direspon oleh informan.

Bentuk pertanyaan atau pernyataan bisa sangat terbuka, sehingga

* Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta : Asdi Mahastya,
2006), 166.
® J. Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 135.



46

informan mempunyai keleluasaan untuk memberikan jawaban atau

penjelasan.

Metode interview ini digunakan untuk memperoleh data tentang :

a. Faktor pendorong yang menyebabkan para petani di Desa Temuasri
melakukan transaks gadai l1ahan persawahan.

b. Proses praktik transaks gadai lahan persawahan yang dilakukan
oleh parapetani di Desa Temuasti.

c. Persepsi tokoh masyarakat di Desa temuasri terhadap transaksi
gadal lahan persawahan yang dilakukan oleh petani.

3. Dokumenter

Metode dokumenter adalah mencari data mengena hal-hal atau
variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah,
prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya® Dokumen bisa
berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari
seseorang.’

Dengan demikian jelas yang dimaksud metode dokumenter adalah
metode yang digunakan oleh peneliti untuk mencari data-data yang
sudah didokumentasikan. Hal ini dilakukan agar peneliti lebih mudah
untuk menyempurnakan datanya. Data-data yang ingin diperoleh
melalui teknik dokumenter ini adalah surat-surat perjanjian gadai lahan
persawahan oleh petani di desa Temuasri dan Peta Desa Temuasti

Kabupaten Banyuwangi.

® Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 159.
" Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung : Alfabeta, 2013), 240.
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E. AnalissData
Andisis data adalah proses mengatur data, mengorganisasi
keadaan satu pola, kategori dan satuan uraian dasar.® Analisis data secara
umum dilakukan dengan cara menghubungkan apa yang diperoleh dari
proses kerja awa untuk memahami data yang terkumpul dari sumber,
kemudian dianalisis dengan kerangka kerja penelitian. Adapun analisis
yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu
diharapkan adanya temuan-temuan empiris yang dapat dideskripsikan
secara lebih rinci, lebih jelas dan lebih akurat, karena penéeliti
berpartisipasi langsung di tempat objek penelitian.
Menurut Huberman, analisis data terdiri dari tiga aur, yaitu
redukdi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
1. Reduks Data
Y aitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan
dan tranparansi data kasar yang muncul dari catatan2 tertulis
dilapangan atau suatu bentuk yang menagamkan, menggolongkan,
mengarahkan, membuang, yang tidak perlu dan mengkoordinasi data
dengan cara sedemikian rupa, sehingga kesimpulan akhirnya dapat
ditarik dan diverifikasi.
2. Penygjian Data
Yaitu merupakan langkah merancang dengan berkesinambungan

terhadap dereta, kolom-kolom sebuah matrik untuk data kualitatif dan

8 J. Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 103.
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memutuskan jenis dan bentuk data bentuk data yang harus
dimasukkan dalam laporan selama memperoleh data di lapangan.
3. Penarikan Kesimpulan®

Peneliti yang kompeten akan menganaisa semua data yang
diterima atau yang didapat menjadi sebuah kesimpulan yang pada
awanya longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah
disediakan yang mula-mula belum jelas, kemudian meningkat menjadi
lebih rinci, mengakar, dan mengokoh.

F. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian yaitu ditekankan pada uji
validitas data. Artinya data yang valid adalah data yang dilaporkan oleh
peneliti sesuai dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek
penelitian.

Mengolah data merupakan tahapan yang tidak dapat dihindari
dalam penelitian apapun, baik dalam penditian kuantitatif maupun
kualitatif. Pengolahan dan analisis data bersifat kontinyu sgjak penelitian
berada di lapangan hingga kembali dan pasca pengumpulan data.*°

Dalam pendlitian ini, peneliti menggunakan uji validitas data
dengan metode triangulasi. Triangulas adalah teknik pemeriksaan
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

° Huberman & Miles, Analisis Data Kualitatif (Jakarta: Ul, 1992), 15-21.
19 Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, 217.
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Teknik triangulas yang paling sering digunakan adalah pemeriksaan
melalui sumber lainnya.

Pemeriksaan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
teknik triangulasi sumber, yang berarti menguji kredibilitas data yang
dilakukan dengan cara mengecek atau membandingkan data yang telah
diperoleh melaui berbagai sumber.

Dalam ha ini, pengumpulan dan pengujian data akan dilakukan
kepada para informan yang terkait dengan penelitian, yakni para petani,
Kepala Desa, dan ketua kelompok tani. Kemudian dari data tersebut
dikroscekkan dan diandisis dalam metode kualitatif dengan
mendeskripsikan, mengkategorikan mana pandangan yang sama, yang
berbeda, dan mana yang spesifik dari sumber data tersebut.

. Tahap-tahap Pendlitian

Ada beberapa tahapan penelitian. Tahap-tahap penelitian ini terdiri
atas tahap pra-lapangan, tahap pekerjaan |apangan dan tahap analisis data.
1. Tahap Pra-lapangan

a. Menyusun rancangan penelitian
b. Memilih lapangan penelitian
c. Mengurus perizinan
d. Menjgaki dan menilai lapangan
Penjgjakan dan penilaian lapangan akan terlaksana dengan
baik apabila peneliti sudah membaca terlebih dahulu dari

kepustakaan atau mengetahui melalui orang dalam tentang Situasi
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dan kondisi daerah tempat penelitian dilakukan dan diharapkan
peneliti dapat menyesuaikan diri dengan keadaan lingkunga tempat
penelitian.

e. Memilih dan memanfaatkan informasi

f. Menyiapakan perlengkapan penelitian

g. Memahami etika dalam pendlitian

2. Tahap pekerjaan lapangan

a. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri
1) Pembatasan latar dan peneliti
2) Penampilan
3) Pengenaan hubungan peneliti di lapangan
4)  Jumlah waktu studi

b. Memasuki lapangan
1) Keakraban hubungan
2) Mempelgari bahasa
3) Peranan pendliti

. Berperan-serta sambil mengumpulkan data
1) Mencatat data
2) Andisisdi lapangan

d. Tahap analisis data™*

1 3. Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 94-
102.
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PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian
1. Kondis Umum Desa Temuasri

Desa Temuasri merupakan salah satu desa dari 7 desa yang
berada di wilayah Kecamatan Sempu yang berlokasi di Barat Daya
Kabupaten Banyuwangi. Antara kantor Desa Temuasri dengan kantor
Kecamatan Sempu berjarak = 6 KM dan berjarak £ 45 KM dari pusat
Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi. *

Luas wilayah Desa Temuasri mencapai 1.032.090 hektar per
meter persegi yang terdiri dari 67.100 ha/m? luas pemukiman, 446.730
ha/m? luas lahan persawahan, 289.390 ha/m? luas perkebunan, 10.750
ha/m® luas tanah pekuburan, 8.120 ha/m? luas pekarangan, 10.000
ha/m® luas perkantoran pemerintahan, dan prasarana umum lainnya
seluas 9.000 ha/m?.? Dari data di atas dapat diketahui bahwa wilayah
Desa Temuasti sebagian besar berupa lahan persawahan yang
mencapal 43% dari luas keseluruhan wilayah Desa.

Penduduk Desa Temuasri merupakan penduduk yang
heterogen, terdiri dari berbaga macam suku dan bahasa, mulai dari
suku Jawa, Jawa Using, Madura, dan keuturunan China. Bahasa yang

digunakan pun juga beragam, yaitu bahasa Jawa, Jawa Using dan

! Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi, Profil Desa
Temuasri Tahun 2014 (Banyuwangi : Pemerintah Daerah Banyuwangi, 2014), 4.
Z1bid., 2.

51
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Madura.® Adapun pekerjaan yang ditekuni masyarakat Desa Temuasri
juga beraneka ragam, didominas oleh masyarakat yang bermata
pencaharian sebagai petani dan buruh tani, karena sebagian besar
wilayah Desa Temuasri merupakan lahan pertanian dan sebagian besar
lainnya bekerja sebagai pedagang, karyawan swasta, TNI, POLRI,
pengusaha kecil, sopir, montir, PNS, guru sampai pengrajin industri
rumah tangga.*

Batas-batas wilayah Desa Temuasri, antara lain sebagai
berikut:®
1. Batassebelah utara : Desa Temuguruh
2. Batas sebelah selatan : Desa Karangsari
3. Batassebelahtimur : Desa Temuguruh
4. Batassebelahbarat : Desa Jambewangi

Adapun kondisi pertanian Desa Temuasri sebagai berikut® :

Tabel 4.1
Kondis Pertanian Desa Temuasri
Tahun 2014
No. Uraian Keterangan
1 2 3
1. | Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian 1.781 orang
2. | Tidak memiliki 1.116 orang
3. | Memiliki kurang dari 1 ha 420 orang
4. | Memiliki 1,0-5,0 ha 40 orang

% Ali Sodikin, wawancara, Temuasri, 06 April 2015.

“Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi, Profil Desa
Temuasri Tahun 2014, 1.

® |bid, 22-23.

®bid, 5.
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1 2 3

5. | Memiliki 5,0- 10 ha 7 keluarga
6. | Memiliki lebih dari 10 ha 3 keluarga
7. | Jumlah total keluarga petani 1.781 keluarga

2. Kondis Sumber Daya Manusia (SDM) Desa Temuasri
Desa Temuasti terdiri dari lima Dusun, yaitu Dusun Tapaklembu,
Dusun Krgan, Dusun Karangharjo, Dusun Awu-awu. Keempat dusun
ini sangat berpotensi dalam bidang pertanian karena sebagian wilayah
dusun berupa lahan pertanian. Sedangkan satu dusun, yakni Dusun
Bendokerep merupakan wilayah perkebunan. Meski  demikian,
pemukiman warga dapat dikategorikan padat.

Adapun jumlah penduduk Desa Temuasri sebagai berikut’ :

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Desa Temuasri
Tahun 2014
No. Uraian Keterangan

1. | Jumlah laki-laki 5.548 orang

2. | Jumlah perempuan 6.780 orang

3. | Jumlah total 12.328 orang

4. | Jumlah kepalakeluarga 3.176 KK

5. | Kepadatan penduduk 60 per KM?

"Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi, Profil Desa
Temuasri Tahun 2014, 20-21.



Tabel 4.3
Data Usia Penduduk Desa Temuasri
Tahun 2014
) Prosentase dari
No. Usia Jumlah .
jumlah penduduk
1. | 0-12 bulan 143 orang 1,15%
2. | 1-5tahun 256 orang 2,07 %
3. | 0-7 tahun 568 orang 4,60 %
4. | 7-18 tahun 2.302 orang 18,67 %
5. | 18-56 tahun 9.135 orang 74,09 %
6. | >56 tahun 324 orang 2,64 %

3. Kondis Pendidikan Desa Temuasri
Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar untuk
mengembangkan kepribadian dan kemampuan di daam maupun di
luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan dapat
dinikmati dan dimilki oleh setigp orang sesuai dengan kemampuan
masing-masing orang, dan pendidikan itu sendiri merupakan tanggung
jawab keluarga, masyarakat dan negara. Berikut ini merupakan data

pendidikan penduduk Desa Temuasri.®

8Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi, Profil Desa
Temuasri Tahun 2014, 21-22.
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Tabel 4.4
Data Pendidikan Penduduk Desa Temuasri
Tahun 2014
No Tingkatan pendidikan Laki-laki | perempuan
1. | Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK | 227 orang | 298 orang
2. | Usia 3-6 tahun yang sedang TK/PG 187 orang | 206 orang
5 Usia 7-18 tahun yang tidak pernah
" | sekolah
4. | Usia7-18 tahun yang sedang sekolah | 947 orang | 1401 orang
Usia 18-56 tahun yang tidak pernah
5. 11 orang 17 orang
sekolah
Usia 18-56 thn pernah SD tapi tidak
6. 181l orang | 271 orang
tamat
7. | Tamat SD/sedergjat 1642 org 1974 org
Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat
8. 495 orang | 655 orang
SLTP
Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat
9. 643 orang | 715 orang
SLTA
10. | Tamat SMP/sedergjat 921 orang | 934 orang
11. | Tamat SMA/sedergjat 247 orang | 262 orang
12. | Tamat D-1 7 orang 15 orang
13. | Tamat D-2 12 orang 12 orang
14. | Tamat D-3 6 orang 4 orang
15. | Tamat S-1 8 orang 16 orang
16. | Tamat S-2 4 orang 6 orang
17. | Tamat S-3 1 orang 3 orang
Jumlah 5.5390rg | 6.7890rg
Jumlah total 12.328 orang
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4. Kondis Mata Pencaharian Penduduk Desa Temuasri
Jenis pekerjaan yang ditekuni penduduk Desa Temuasri

sangatlah beragam, yaitu sebagai berikut® :

Tabel 4.5
Data Jenis Pekerjaan Penduduk
Desa Temuasri Tahun 2014
No. | Jenis Pekerjaan L aki-laki perempuan
1. | Petani 804 orang 460 orang
2. | Buruhtani 1.792 orang | 1.239 orang
3. | Pegawa Negeri Sipil 51 orang 15 orang
4. | Pengrginindustri rumah tangga | 133 orang 50 orang
5. | Pedagang keliling 25 orang 54 orang
6. | Peternak 181 orang -
7. | Montir 9 orang -
8. | Perawat swasta 4 orang 6 orang
9. | TNI 7 orang -
10. | POLRI 3 orang -
11. | Pensiunan PNS/TNI/POLRI 34 orang 15 orang
12. | Pengusahakecil dan menengah 7 orang 11 orang
13. | Karyawan perusahaan swasta 173 orang 101 orang
14. | Sopir 19 orang -

®Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi, Profil Desa

Temuasri Tahun 2014, 22-23.
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5. Kondis Keagamaan Desa Temuasri

Berikut ini merupakan kondisi keagamaan penduduk yang
memeluk keyakinannya masing-masing dan keadaan sarana ibadah di
Desa Temuasri.™

Tabel 4.6
Kondisi Keagamaan Penduduk Desa Temuasri
Tahun 2014

No. | Agama | Laki-laki Perempuan | Jumlah

1. | Islam 5492o0rang | 6.724o0rang | 12.216 orang
2. | Kristen | 43 orang 57 orang 100 orang

3. | Katholik | 3 orang 6 orang 9 orang

4. | Hindu - - -

5. | Budha | 1orang 2 orang 3 orang

Jumlah 5,539 0rang | 6.789 orang | 12.328 orang
Jumlah Total 12.328 orang
Tabel 4.7
Kondisi Tempat Ibadah Penduduk
Tahun 2014

No. Nama Tempat | badah Jumlah

1. | Masjid 14

2. | Mushalla 40

3. | Gerga 2

4. | Wihara -

5. | Pura -

19Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi, Profil Desa
Temuasri Tahun 2014, 23.
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B. Penyajian Data dan Analisis

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini
menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara,
dokumentasi, dan catatan lapangan sebagai aat untuk mendukung
penelitianini.

Setelah mengalami proses peralihan data dengan berbagai metode
yang dipakai mulai data yang umum hingga data ang khusus, pada
akhirnya sampai pada pembuktian data, karena data yang diperoleh sudah
dianggap representatif dan telah sampa pada kejenuhan data. Secara
berurutan akan disgjikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada
fokus penelitian.

Berdasarkan dokumentasi profil Desa Temuasri tahun 2014, 43%
wilayah merupakan lahan pertanian.** Hal inilah yang menyebabkan
sebagian besar warga Desa Temuasri bekerja sebagai petani, karena warga
memiliki sawah sendiri untuk dikelola dan bagi warga yang tidak memiliki
lahan sendiri, mereka akan menyewa ataupun menerima gadai sawah dari
petani lain untuk dikelola. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Desa
Temuasri, Bapak Ali Sodikin mengatakan:

“Memang mayoritas warga di Desa Temuasri pekerjaannya sebagai

petani karena mereka punya sawah sendiri, tapi juga tidak jarang

warga yang tidak punya sawah tapi hanya punya uang, mereka

akan menyewa sawah atau menerima gadai sawah milik petani lain
untuk digarap™*

! Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa K abupaten Banyuwangi, Profil Desa
Temuasri Tahun 2014, 2.
12 Ali Sodikin, wawancara, Temuasri, 06 April 2015.
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Berdasarkan hasil wawacara peneliti dengan Kepala Desa, rahin
(orang yang menggadaikan) dan murtahin (penerima gadai) yang berhasil
peneliti temui di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten
Banyuwangi mengatakan bahwa pelaksananaan transaksi gadai lahan
persawahan yang dilakukan oleh para petani di Desa Temuasri sudah
menjadi hal yang lumrah dan telah menjadi sebuah kebiasaan bagi mereka,
baik petani yang menggadaikan sawahnya maupun petani yang menerima
gada sawah (pemberi pinjaman hutang). Bagi para petani, gadai sawah
sesungguhnya adalah transaks hutang piutang dengan memberikan
jaminan yang berupa lahan persawahan untuk dikelola pemberi pinjaman
sampai batas waktu yang ditentukan. Sebagaimana dikatakan oleh Bapak
Ali Sodikin selaku Kepala Desa Temuasri mengatakan :

”Gadal sudah jadi hal yang lumrah diantara para petani dengan

kesepakatan yang mereka buat sendiri. Jika ada kendala dalam

proses gadai tersebut, biasanya mereka melakukan kesepakatan
lagi. Gadai sawah ini sebenarnya sama dengan perjanjian hutang
piutang dengan adanya jaminan™*®

Senada dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Ali Sodikin, Bapak
Edy Sucipto, petani yang sering melakukan transaksi gadai sawah baik
sebagal rahin maupun murtahin mengatakan :

“kalau gadai sawah sedikit sekali petani yang melakukannya,
kebanyakan mereka lebih memilih sewa, tetapi gada juga
merupakan ha yang lumrah dilakukan oleh petani yang sering
melakukan gadai sawah dengan kesepakatan yang mereka buat.
Gadai sawah sebenarnya transaksi hutang piutang, karena ada
jaminannya, maka dinamakan gadai, dan jaminan tersebut berupa

garapan sawah, maka dinamakan gadai sawah. Kalau gadai uang
pinjaman harus dikembalikan jika sawah penggada yang jadi

BAli Sodikin, wawancara, Temuasri, 06 April 2015.
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jaminan sudah selesai digarap oleh penerima gadai, penggadai

akan sangat terbebani dengan hal ini, tetapi kalau sewa kan tidak,

hanya sawah yang dikelola penerima sewa sedangkan pihak yang
menyewakan mendapatkan uang tanpa harus
mengembalikannya™**

Menurut Bapak Sucipto, gadai sawah merupakan hal yang lumrah
dilakukan antar petani di Desa Temuasri yang sering melakukan gadai
sawah, meskipun hanya beberapa petani sgja yang melakukannya. Petani
lebih cenderung melakukan sewa sawah daripada gadai sawah, karena
pihak yang menyewakan tidak terbebani dengan pengembalian uang
pinjaman seperti yang terdapat pada gadai sawah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada para petani yang
sering melaukan gadai sawah di Desa Temuasri mengenai proses transaksi
gada yang biasa mereka lakukan, transaksi gadai lahan persawahan
hakikatnya merupakan transaksi hutang piutang dengan menjaminkan
harta bernilai yang berupa lahan persawahan, dan bentuk jaminan tersebut
berupa garapan sawah oleh murtahin sampai batas waktu jatuh tempo
pengembalian pinjaman. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ketua
Kelompok Tani Sejahtera Desa Temuasri, Bapak Y on mengatakan :

“Kalau gadai yang selama ini dilakukan petani, termasuk saya

juga pernah menggadaikan dan menerima gadai dari petani lain,

jadi gadal itu bisa dikatakan sebagal transaksi hutang piutang
dengan jaminan berupa sawah agar digarap oleh penerima gadai
sampai waktu pengembalian telah jatuh tempo”*®

Apayang dikatakan Bapak Y on senada dengan apa yang dikatakan

oleh Bapak Paidik, dia mengatakan :

“ Edy Sucipto, wawancara, Temuasri, 12 Mei 2015.
1> suko Hadi Wiyono, wawancara, Temuasri, 15 April 2015.
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“Kalau gadai sawah itu sebenarnya hutang piutang dengan
jaminan berupa garapan lahan persawahan sampa  waktu
perjanjian habis”*°
Hal tersebut juga dikukuhkan oleh Sekretaris Desa Temuasri yang
berlatar belakang pendidikan hukum, Bapak Edy Sucipto selaku rahin dan
murtahin  mengungkapkan hal yang sama dengan kedua petani
sebelumnya, dia mengatakan :
“Kaau gadai seperti ini, gadai itu sebenarnya perjanjian hutang
piutang atau meminjam uang dengan adanya jaminan. Jaminannya
berupa sawah yaitu dengan bentuk garapan sawah. Misalnya saya
dengan anda. Anda meminjam uang ke saya dengan jaminan saya
menggarap sawah anda selama satu tahun. Sebelum satu tahun
uang belum bisa dikembalikan, jadi menunggu masa garapan
selesai. Kalau sudah jatuh tempo belum bisa mengembalikan

pinjaman, sawah tetap digarap terus sampai bisa mengembalikan
uang pinjamannya”*’

Gadal sawah yang biasa dilakukan oleh para petani Desa Temuasri
sebenarnya merupakan perjanjian hutang piutang antara dua belah pihak
yang melakukan perjanjian dengan batas waktu tertentu. Perjanjian hutang
piutang tersebut menyertakan jaminan yang berupa lahan persawahan agar
dikelola oleh orang yang memberikan pinjaman atau orang yang menerima
gadai. Besarnya uang yang dipinjamkan sesua dengan luas sawah yang
dimiliki rahin dan kebutuhan rahin terhadap uang yang dipinjamkan.
Apabila waktu telah jatuh tempo, maka pihak peminjam harus
mengembalikan uang yang telah dipinjam, begitu pun pihak yang
menberikan pinjaman harus mengembalikan sawah yang berstatus sebagai

jaminan tersebut. Apabila dalam waktu jatuh tempo pihak peminjam

1° paidik, wawancara, Temuasri , 26 April 2015.
" Edy Sucipto, wawancara, Temuasri, 12 Mei 2015.
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belum bisa mengembalikan pinjamannya, maka jaminan yang berupa

sawah tersebut akan terus dikelola oleh penerima gadai sampai peminjam

dapat mengembalikan pinjamannya.

Bentuk trasnsaksi hutang piutang yang menyertakan barang
jaminan kepada pihak yang memberikan hutang disebut transaksi gadai,
begitu pula para petani menyebut dan menganggap transaksi yang mereka
lakukan adal ah gadai dengan barang jaminan berupa garapan sawah.

1. Faktor-faktor yang mendorong para petani di Desa Temuasri
Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi melakukan transaks
gadai lahan persawahan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa rahin
dan murtahin, terdapat banyak faktor yang melatar belakangi rahin
untuk menggadaikan sawahnya atau meminjam sgumlah uang untuk
kebutuhan hidup dengan memberikan jaminan garapan sawah yang
rahin miliki. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Urip selaku
murtahin. Bapak Urip mengatakan :

“Kaau orang menggadaikan sawahnya ke saya, biasanya

karena terdesak kebutuhan, untuk membayar sekolah anaknya
atau untuk kebutuhan konsumtif, ya macam-macam kebutuhan
orang”*®

Apa yang dikatakan Bapak Urip juga diungkapkan oleh Bapak
Abdurrahim Sholeh selaku rahin. Bapak Sholeh mengatakan :

“Ya kalau alasan petani melakukan gadai bermacam-macam,

kalau saya ya karena terdesak kebutuhan, salah satunya untuk
modal menggarap sawah saya yang lain. Kemudian hasil

'8 Urip, wawancara, Temuasri, 08 Mei 2015.
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panenan saya gunakan untuk membayar hutang saya atau
menebus sawah yang saya gadaikan™*®

Menurut Bapak Sholeh, kebutuhan yang mendesak merupakan
alasan pertama yang mendorong dirinya untuk mendapatkan pinjaman
daam jumlah besar, yaitu dengan menggadaikan sawah yang ia
miliki, sebab uang tersebut akan ia gunakan sebagai moda untuk
menggelola sawahnya yang lain.

Berbeda lagi dengan Bapak Y on, seorang rahin yang terpaksa
harus menggadaikan sawahnya untuk biaya operas istrinya la
mengatakan :

“kalau saya menggadaikan sawah saya waktu itu karena dua
faktor, yang pertama untuk biaya operasi Caesar istri saya
waktu melahirkan anak kedua. Waktu itu butuh biaya besar
dan harus tersedia segera, karena tidak ada pilihan lain saya
menggadaikan sawah saya daripada saya menggadai kan sawah
saya ke bank. Prosesnya lama dan berbelit-belit. Kalau ke
sesame petani cepat dan mudah”?

Bapak Jainik, seorang rahin yang juga terpaksa harus
menggadaikan sawahnya selain untuk modal mengelola sawahnya
yang lain, juga untuk membayar biaya sekolah anaknya yang akan
melanjutkan ke sekolah Pelayaran ternama di Surabaya. Uang tersebut
harus didapatkan oleh Bapak Jainik dalam waktu yang terbatas dan
harus dibayarkan dengan segera. Bapak Jainik menuturkan :

“Ya kalau saya menggadaikan sawah saya dengan harga Rp.

50.000.000,- karena untuk biaya sekolah anak saya yang mau
melanjutkan sekolah di Pelayaran di Surabaya, biayanya di

19 Abdurrahim Sholeh, wawancara, Temuasri , 06 Mei 2015.
2guko Hadi Wiyono, wawancara, Temuasri, 15 April 2015.



sana mahal, jadi saya butuh uang tambahan dan sisanya saya
buat untuk modal menggarap sawah saya yang lain”#

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa petani
meminjam sgjumlah uang kepada petani lainnya dengan memberikan
jaminan berupa garapan sawah kepada murtahin dengan berbagai
alasan, diantaranya yakni untuk membayar kebutuhan konsumtif yang
mendesak, membayar biaya pendidikan anak, membayar biaya operas
istri, hingga digunakan sebagai modal untuk menggelola sawahnya
yang lain.

Faktor-faktor tersebut telah memotivasi petani untuk
menggadaikan sawahnya meskipun dalam keadaan terpaksa demi
untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sangat mendesak. Hal tersebut
dilakukan dibawah ketidak berdayaan mereka, ketidak senggajaan
bahkan tidak terduga sebelumnya bahwa kebutuhan yang harus segera
dipenuhi dapat hadir kapan sgja. Rahin dengan terpaksa membiarkan
sawahnya digarap oleh murtahin demi untuk mendapatkan uang yang
mereka butuhkan, sebab jaminan yang berupa garapan telah menjadi
suatu ketentuan pasti dan merupakan syarat yang disebutkan dalam
perjanjian.

2. Praktik transaksi gadai lahan persawahan di Desa Temuasri
Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi
Dalam proses perjanjian gadai sawah yang biasa dilakukan

oleh petani Desa Temuasri, perjanjian dilakukan secara tertulis dan

21 Jainik, wawancara, Temuasri, 14 Mei 2015.
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bermaterai diserta tanda bukti perjanjian berupa kwitans jika di
antara para pihak yang bertransaksi tidak ada kepercayaan. Bahkan
mereka melibatkan aparat Pemerintah Desa Temuasri, baik Kepala
Dusun, Kepala Desa dan Sekretaris Desa sebagal saksi atas transaksi
gadai sawah jika nilai gadainya menurut mereka merupakan jumlah
yang besar. Adanya kwintans dan saksi-saksi tersebut dilakukan
sebagal bentuk antisipasi dari pihak murtahin jika suatu ketika rahin
melanggar perjanjian, sehingga ada bukti tertulis dan para saksi yang
dapat dipertanggung jawabkan. Sebagaimana yang telah dikatakan
oleh Bapak Y on, dia mengatakan :

“Kalau gadai jumlah uangnya selalu dalam jumlah besar.

Kadau saya paka perjanjian tertulis dengan saks dan

mengetahui aparat pemerintah desa supaya perjanjian semakin

kuat. Saya jadikan antisipasi saja”?
Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Idik, dia mengatakan:

“kalau perjanjian gadai sawah yang saya buat ya secara

tertulis, tidak memakai materai karena sudah ada saksi dari

pihak keluarga saya dan dari aparat serta dengan mengetahui

Kepala Desa Temuasri. Itu sgja sudah cukup sebagai bukti

perjanjian”?®

Bapak Sucipto selaku Sekretaris Desa Temuasti  juga
menegaskan mengenal proses perjanjian gadai sawah, Bapak Sucipto
mengatakan :

“kalau orang yang sadar hukum pasti akan datang ke saya

untuk melakukan perjanjian gadai. saya buatkan blanko

perjanjiannya, saya sebagal saksi, atau kepala dusun atau dari
pihak keluarga, dan perjanjian tertulis itu ada yang bernaterai

%2 Suko Hadi Wiyono, wawancara, Temuasri, 15 April 2015.
% paidik, wawancara, Temuasri, 26 April 2015.
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ada yang tidak, tergantung kesepakatan dua. Dan wajib
dihadiri oleh kedua belah pihak yang melangsungkan akad.
Supaya kalau ada yang melanggar perjanjian, jika digugat kan
ada bukti tertulis dan saksi-saksinya. Tapi orang-orang juga
banyak yang melakukan perjanjian sendiri pakai kwintansi,
yang penting ada dua pihak dan saksi-saksi, tidak perlu
penguatan dari desa”*

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, proses atau alur

transaks gadai dapat peneliti uraikan sebagai berikut :

a. Petani A yang memiliki sawah seluas 2.399 M2 membutuhkan
uang sebesar Rp. 50.000.000,-, kemudian dia datang kepada petani
B dengan maksud untuk meminjam uang yang dibutuhkan
tersebut.

b. Kemudian mereka melakukan negosiasi terkait harga gadai dan
jumlah garapan sawah yang dijadikan jaminan beserta waktu jatuh
tempo yang disepakati. Jika kedua pihak menyetujui, maka kedua
pihak datang ke Sekretaris Desa Temuasri untuk memberitahukan
hal tersebuit.

c. Keesokan harinya kedua belah pihak datang ke kantor Desa
Temuasri untuk memberitahukan tentang transaksi gadali yang
mereka lakukan. Kemudian sekretaris desa akan membuatkan
perjanjian tertulis. Petani A selaku pemilik tanah harus membawa

akta tanah dan sertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah dan saksi

dari keluarganya. Karena tanah yang digadaikan harus tanah

2 Edy Sucipto, SH., wawancara, Temuasri, 12 Mei 2015.
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sawah milik sendiri, bukan milik orang lain atau dalam masa
kekuasaan orang lain. Sedangkan petani B juga membawa saksi.

d. Ketika perjanjian tertulis telah selesai beserta seluruh ketentuan
yang diminta oleh kedua belah pihak, kemudian para pihak dan
saks menandatangani perjanjian kemudian diikuti para saksi dan
mengetahui Kepala Desa. Setelah itu petani B menyerahkan uang
pinjaman secaratunal kepada petani B di hadapan para saksi. Dan
sawah siap garap yang menjadi jaminan dapat lansung dikelola
oleh penerima gadai. Dengan penyerahan uang pinjaman tersebut
merupakan tanda berakhirnya forum pembuatan perjanjian.

Hal tersebut juga dikatakan oleh Bapak Edy Sucipto selaku
aparat Desa. Bapak Edy mengatakan :
“Jadi prosesnya, kedua belah pihak yang melakukan gadai
datang ke kantor Desa dengan membawa bukti kepemilikan
tanah bagi pihak penggadai, dan keduanya membawa saksi
dari pihak keluarga atau kepala dusun. Setelah mereka
menyepakati harga dan jumlah jaminan garapan yang sudah
disepakati sebelumnya, saya menulis perjanjian tertulis yang
beris ketentuan dan syarat-syarat sesuai dengan keinginan
kedua belah pihak. Setelah disepakti, kedua belah pihak
bertanda tangan baik di atas materai atau tidak, itu tergantung
kesepakatan, karena tanpa materal pun bukti perjanjian sudah
kuat karena mengetahui Kepala Desa. Kemudian diiukuti
dengan saksi, saya dan kepala desa. Setelah itu pihak penerima
gadai memberikan uang pinjaman secara tunai dihadapan kita
semua yang hadir”
Dalam perjanjian gadai sawah tersebut menyebutkan bahwa
pihak rahin harus memberikan sawahnya sebagai jaminan dengan cara

dikelola oleh murtahin sampai batas waktu yang ditentukan. Setelah

perjanjian tersebut maka rahin tidak mempunyai hak lagi untuk
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menggarap sawah yang dijadikan jaminan karena sudah menjadi hak
murtahin sampal masa gadai telah habis. Ketika waktu sudah jatuh
tempo, maka rahin harus mengembalikan uang pinjaman. Apabila
rahin tidak bisa mengembalikan uang pinjaman, maka sawah akan
tetap digarap murtahin sampai rahin melunasi hutangnya.

Pada praktik gada sawah ini, para petani memiliki
kesepakatan yang berbeda-beda dalam menentukan besarnya uang
yang akan dipinjamkan yang disesuaikan dengan luas sawah yang
dijadikan jaminan. Pada umumnya sawah seperlima hektar dapat
digadaikan dengan harga Rp. 20.000.000 — Rp. 25.000.000 dengan
jaminan 3 kali garapan atau masa panen yang pada umumnya 3 kali
masa panen yang memakan waktu satu tahun. Ketentuan ini sewaktu-
waktu dapat berubah sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak yang
melakukan transaksi. Waktu pengembalian uang pinjaman pun juga
dapat disepakati bersama sesuai dengan kemampuan peminjam.
Sebagaimana yang dikatakan Bapak Y on. la mengatakan :

“kalau besarnya harga gadai, jumlah garapan dan waktu

pengembalian itu tergantung kesepakatan, lumrahnya kalau

seperempat bahu atau seperlima hektar itu harga gadainya Rp.

20.000.000 — Rp. 25.000.000,-, dengan jaminan 3 garapan.

Kaau saya menggadaikan sawah saya dengan harga Rp.

35.000.000,- dengan jaminan 4 garapan atau 1 tahun lebih 4

bulan. Karena saya mampu mengembalikan uang tersebut

dalam waktu jatuh tempo tersebut.”*

Namun jika rahin tidak bisa mengembalikan pinjaman sampai

batas waktu yang sudah ditentukan, maka sawah akan tetap dikelola

#guko Hadi Wiyono, wawancara, Temuasri, 15 April 2015.
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oleh murtahin sampa rahin bisa mengembalikan pinjamannya.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Yon sebagai rahin dan

murtahin, dia mengatakan :
“ya tidak bisa, kan sudah perjanjian di awal kalau uang akan
dikembalikan jika sudah 6 garapan. Jadi harus nunggu dulu
sampek 6 garapan. Yang menghutangi gak mau rugi, apa lagi
memang perjanjiannya sudah gitu. Kecuali di awa perjanjian
ada kesepakatan seperti itu, kalau sudah punya uang sebelum
waktu jatuh tempo, bisa dibayarkan dan sawahnya
dikembalikan”?®

Bapak Idik sebagai rahin juga menuturkan hal yang sama:
“Dia datang ke saya pinjam uang Rp. 50.000.000,- dengan
jaminan menggarap sawahnya itu, entah 3 garapan itu terserah
kesepakatan antara dua belah pihak. Setelah masa garapan
selesa maka dia harus mengembalikan uang Rp. 50.000.000,-
itu ke saya. Kalau belum 3 garagpan uangnya belum bisa
dikembalikan™?’

3. Praktik transaks gadai lahan persawahan di Desa Temuasri
Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi dalam tinjauan
prinsip keadilan bertransaks secara syariah

Daam gada sawah yang dilakukan di Desa Temuasti,
murtahin selau memanfaatkan lahan persawahan yang merupakan
jaminan dengan cara mengelolanya sampai waktu perjanjian gadai
telah habis.

Barang jaminan yang berupa lahan persawahan dikelola oleh
murtahin tanpa adanya ikut campur dari rahin, karena hak untuk

mengelola berada dibawah kekuasaan murtahin. Dalam mengelola

sawah jaminan tersebut, murtahin menggunakan modalnya sendiri

% Suko Hadi Wiyono, wawancara, Temuasri, 15 April 2015.
% paidik, wawancara, Temuasri, 26 April 2015.



70

hingga masa panen tiba. Hasil dari panen tersebut sepenuhnya juga
merupakan milik dan hanya dinikmati oleh murtahin. Rahin sama
sekali tidak ikut campur apapun yang terjadi pada lahan sawahnya
yang menjadi barang jaminan tersebut.

Bapak Jainik mengemukakan bahwa murtahin diuntungkan
dengan menggelola sawah yang dijadikan jaminan tersebut.
Keuntungannya terletak pada hasil panen yang dia dapatkan dari
menggelola sawah rahin, di samping itu ketika waktu perjanjian sudah
jatuh tempo, murtahin mendapatkan uang yang dipinjam oleh rahin
sebesar jumlah awal ketika rahin meminjam.

Bapak Ali Sodikin mengatakan :

“Kalau panen dari sawah gadaian yang jadi jaminan ya

hasilnya dinikmati sendiri oleh penerima gadai. Sawah itu

adalah jaminan dan sudah kesepakatan untuk digarap dan
modalnya juga dari penerima gadal, jadi penggadai tidak dapat
apa-apa dari hasil panenan™?®

Berdasarkan penelitin tersebut, murtahin lebih diuntungkan
daripada rahin. Keuntungan terletak pada dua hal, selain uang
pinjaman akan dikembalikan oleh rahin dalam jumlah yang sama,
murtahin juga mendapatkan hasil panen dari mengelola sawah yang
diberikan rahin sebagai jaminan dengan segala risko mengelola
sawah. Hal tersebut diakui oleh rahin maupun murtahin, sebagaimana

yang dikatakan oleh Bapak Urip, dia mengatakan :

% Ali Sodikin, wawancara, Temuasri, 06 April 2015.
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“Memang benar. Penerima gadai dapat dua keuntungan, selain

uangnya nanti kembali dengan jumlah utuh, dia juga dapat

hasil dari menggarap sawah berupa hasil panen”®

Dengan adanya keuntungan yang berlipat ganda yang
didapatkan oleh murtahin, hal tersebut mengakibatkan pihak rahin
merasa dirugikan. Selain dia harus mengembalikan uang pinjaman,
sawah yang seharusnya rahin kelola sendiri untuk membayar hutang,
justru dikelola oleh murtahin. Beberapa petani mengatakan bahwa
rahin memang merupakan pihak yang dirugikan dengan gadai sawah.
Bahkan petani juga menganggap bahwa hasil panen yang didapatkan
murtahin dari hasil menggelola sawah jaminan tersebut sama halnya
dengan bunga yang harus dibayarkan ke Bank jika melakukan gadai
sawah melalui lembaga keuangan. Petani juga beranggapan bahwa
hasil panen tersebut seperti uang beranak atau riba. Sebagaimana yang
dikatakan oleh Bapak Kepala Desa Temuasri. Bapak Ali Sodikin
mengatakan :

“Kalau menurut saya memang tidak adil, tapi mau bagaimana

lagi, gadai sawah sudah jadi hal yang lumrah diantara para

petani dengan kesepakatan yang mereka buat sendiri. Jika ada

kendala dalam proses gada tersebut, biasanya mereka

mel akuka kesepakatan | agi”*

Bapak Yon juga mengatakan hal yang sama mengenai hal
tersebut. Bapak Y on mengatakan :

“Saya pun juga setuju kalau masalah itu. Memang merugikan

dan kashan pihak penggadai, tapi ya apa mau orang
minjamkan uang tanpa ada jaminannya, sedangkan penggadai

# Urip, wawancara, Temuasri, 08 Mei 2015.
% Ali Sodikin, wawancara, Temuasri, 06 April 2015.
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selau meminta pinjaman yang besar. Seperti sudah kebiasaan
yang dilakukan dalam gadai sawah, kadang pihak penggadai
malah menawarkan agar sawahnya digarap asakan dia
dipinjami uang. Serba repot juga. Kadang kasihan juga kalau
dia benar-benar butuh uang”®*

Daam teori Hukum Islam Jumhur Ulama sepakat bahwa
pemanfaatan barang gadai tersebut hukumnya haram. Rasulullah
SAW juga bersabda bahwa memanfaatkan barang gadaian adalah
termasuk riba. Para tokoh masyarakat secara teoritis juga telah
mengetahui hal tersebut. Sebagiamana yang telah dikatakan oleh
Bapak Suryamen. Beliau menuturkan bahwa dalam praktik gadai
sawah yang dilakukan petani mengandung unsur riba dan
ketidakadilan. Bapak Suryamen mengatakan :

“Kalau dikaji dari Hukum Islam beberapa pendapat memang
mengatakan lebih banyak riba, karena termasuk memberi
bunga atau bayaran lebih kepada murtahin dari hasil
menggarap sawah. Dan riba tersebut yang menyebabkan
adanya ketidakadilan bagi salah satu pihak, yaitu penggadai.
Tetapi menurut saya, tergantung dari motif gadainya. Motif
gadai ini dapat dikategorikan menjadi dua. Y ang pertama motif
gadai untuk konsumtif atau memenuhi kebutuhan hidup dan
yang kedua motif gadai untuk bisnis seperti untuk modal
mengelola bisnis atau sawah. Kalau orang menggadaikan
sawahnya dengan motif memenuhi kebutuhan yang mendesak,
maka sebagai orang islam kita harus menolong dengan
memberikan pinjaman tanpa harus memberinya beban. Orang
yang sedang kesusahan seperti itu akan melakukan apa sgja
yang penting dia dapat pinjaman uang, meski terpaksa
sawahnya harus digarap, dia bilang iya-iya sgja yang penting
ada uang di tangan. Jadi penerima gadai harus tahu kondis
penggadai. Yang kedua gada model bisnis atau motif
menggadaikan sawah untuk modal mengelola sawahnya yang
lain. Yajelas merekatidak terpaksa dan tidak terbebani, karena
ada sawah lain yang bisa dia garap untuk membayar
hutangnya. Gadai untuk bisnis ini sudah ditata sedemikian rupa

% Suko Hadi Wiyono, wawancara, Temuasri, 15 April 2015.
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untung dan ruginya, kalau untuk kebutuhan yang mendesak
seperti membayar biaya operasi istrinya dan biaya pendidikan
anaknya, ini tidak dapat disamakan.”*

Demikian pula yang ditegaskan oleh Bapak Ibrahim selaku
tokoh masyarakat setempat. Beliau menuturkan :

“Kalau secara Hukum Islam, semua perjanjian itu boleh
termasuk gadai, asal tidak ada dalil yang melarang dan selama
tidak merugikan pihak-pihak yang melakukan transaksi.
Memang tidak boleh sebenarnya transaksi gadai dengan
jaminan garapan sawah, karena hasil garapan itu sama sga
dengan uang beranak atau bunga kalau di bank. Untungnya
penerima gadai banyak. Tapi ya kebiasaannya petani kalau
gadai memang seperti itu, di mana-mana ya akan mengikuti
kebiasaan itu, kalau tidak sama dengan yang lainnya ya tidak
ada yang mau. kondisi orang yang menggadaikan juga macam-
macam, kalau orang yang terdesak dengan kebutuhan
sedangkan dia hanya punya 1 sawah, kemudian dia
menggadaikan sawahnya, dalam hati pasti merasa terpaksa dan
berat kalau sawah yang seharusnya dia garap digarap oleh
penerima gadai, karena itu tumpuan hidupnya. Kaau yang
dibuat modal bisnis atau usaha lain ya beda lagi, yang
namanya bisnis sudah direncanakan. Artinya, ada usaha lain
yang bisa digunakan untuk melunasi hutang. Jadi dalam bisnis
ini unsure ketidakadilan tidak ada, yang ada hanya tetap riba
dari hasil sawah jaminan yang digarap penerima gadai”*®

Para tokoh masyarakat menjelaskan berdasarkan pengetahuan
agama Islam yang mereka ketahui bahwa dalam praktik gadai sawah
di Desa Temuasri dalam ha pemanfaatan barang jaminan secara
Hukum Islam sama halnya dengan riba, bunga atau uang beranak
seperti halnya pada lembaga keuangan dalam transaksi pembiayaan.
Namun lebih lanjut, tokoh masyarakat menjelaskan bahwa letak

ketidakadilan dan unsur riba yang terdapat pada transaksi gadai

% Suryamen, wawancara, Temuasri, 29 Juni 2015.
% | brahim, wawancara, Temuasri, 24 Juni 2015.
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tergantung dari faktor penyebab dan tujuan petani melakukan
transaksi gadai itu sendiri.

Jika faktor penyebab transaks gadai karena faktor ekonomi
untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak, seperti biaya
hidup sehari-hari, membayar pendidikan anak, membayar biaya
operas salah satu keluarga, maka tokoh masyarakat berpendapat
bahwa pemanfaatan barang gadai seharusnya tidak dilakukan karena
mengandung riba dan ketidakadilan bagi pihak rahin. Riba terletak
pada tambahan pembayaran, yaitu tambahan uang yang berasal dari
hasil garapan sawah. Sedangkan ketidakadilan terletak pada unsur
keterpaksaan yang dialami rahin. Meskipun secara lisan rahin yang
dalam kondis terdesak mengizinkan murtahin menggarap sawahnya,
sebenarnya rahin dalam keadaan terpaksa agar ia segera mendapatkan
uang yang dibutuhkan. Untuk menghindari hal tersebut, gadai sawah
seharusnya tidak dilakukan. Jika penerima gadai mengetahui kondisi
rahin yang sangat kesulitan, murtahin dapat meminjamkan uang yang
rahin butuhkan tanpa harus melakukan gadai. Dalam hal ini prinsip
tolong-menolong sesama muslim yang dikedepankan. Melalui sikap
saling tolong-menolong inilah yang akan menghindarkan murtahin
memakan uang riba dan hasil dari mendzalimi rahin.

Sedangkan jika faktor penyebab dan tujuan transaksi gadai
karena bisnis atau sebagai modal untuk mengelola sawah maupun

bisnis lain, maka dalam transaksi gadai tersebut tidak terdapat unsur
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ketidakadilan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya keterpaksaan
dari pihak rahin untuk menggadaikan sawahnya hingga sawahnya
dijadikan jaminan dengan cara dikelola oleh murtahin sampai batas
waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Rahin  sudah
memperhitungkan akibat transaks gadai yang ia lakukan karena
berorientasi pada bisnis dan keuntungan. Di samping itu, dengan uang
hasil gadaian yang ia jadikan modal untuk menggarap sawahnya yang
lain, ia mendapatkan hasil dari sawah tersebut yang kemudian
digunakan untuk membayar hutang atau menebus sawah yang ia
gadaikan. Tetapi, pada hakekatnya, hasil sawah yang dikelola oleh
murtahin tetap mengandung riba.

Para petani pun juga berpendapat demikinan bahwa
pengelolaan sawah gadai oleh murtahin merugikan rahin karena
murtahin mendapat keuntungan yang berlipat ganda. Oleh karena itu,
para petani menyepakati bahwa dalam gadai sawah yang terdapat
unsure riba dan merugikan salah satu pihak tersebut pada
kesimpulannya mengandung unsur ketidakadilan. Apa yang diterima
oleh rahin tidak sama dengan apa yang didapatkan oleh murtahin. Hal
ini diperkuat dengan beberapa pengakuan yang ditegaskan oleh para
petani. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Yon, beliau
mengatakan :

“kalau saya jadi pihak penggadai ya ngerasa tidak adil, tapi

kalau buat bisnis ya malah menguntungkan. dan sebenarnya
sama sgja dengan bunga atau kalau dalam Islam disebut riba,
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hasilnya double, uang kembali dan dapat hasil dari panenan
menggarap sawah yang jadi jaminan”**

Bapak Sholeh juga mengatakan ha yang sama, beliau
mengatakan:

“memang betul kalau tidak adil. Ya tidak adilnya dari situ,

makanya kadang beberapa orang tidak mau nerima gadai,

karena itu tadi, tidak adil dan uang beranaknya besar sekali
kalau hasil panen kan kalau pas lagi untung bias berkali-kali
lipat, dan hasilnya dinikmati sendiri”*

Bapak Urip pun mengatakan ha yang senada dengan petani
lainnya tentang adanya unsur ketidakadilan yang dialami oleh rahin
dadam gadai sawah, yaitu dalam ha pemanfaatan sawah oleh
murtahin. Bapak Urip mengatakan :

“memang benar. Penerima gadai dapat dua keuntungan, selain

uangnya nanti kembali dengan jumlah utuh, dia juga dapat

hasil dari menggarap sawah berupa hasil panen. Sebenarnya
tidak adil untuk penggadai, karena sawahnya sudah digarap
masih harus mengembalikan uang dengan utuh. Tapi saya mau

bagamana lagi mbak, kadang mereka memaksa karena
terdesak kebutuhan. Ya saya terima saja”>°

Dalam masaah ini, para petani sebenarnya mengakui bahwa
pemanfaatan barang jaminan yang berupa garapan sawah mengandung
unsur riba, ketidakadilan bagi rahin dan hasil garapan oleh murtahin
sama halnya dengan uang beranak. Meskipun demikian, para petani
tetap sgja melakukan transaksi gadai sawah. Hal ini disebabkan karena

gadai sawah sudah menjadi ha yang lumrah dan transaks yang

# Suko Hadi Wiyono, wawancara, Temuasri, 15 April 2015.
¥ Abdurrahim Sholeh, wawancara, Temuasri, 06 Mei 2015.
% Urip, wawancara, Temuasri, 08 Mei 2015.
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demikian sudah menjdi kebiasaan para pelaku gadai dalam transaks
gadai sawah di Desa Temuasri. Di samping itu, terkadang murtahin
tidak kuasa untuk menolak permintaan rahin karena terdesak dengan
kebutuhan sehingga membutuhkan uang dengan segera. Bahkan tidak
jarang rahin mendesak murtahin dan menawarkan agar sawahnya
dikelola oleh murtahin sdlama rahin  meminjam uangnya.
Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Idik. Beliau mengatakan :

“Tapi mau bagaimana lagi, terkadang yang punya sawah itu
sangat terdesak dengan kebutuhan, bahkan malah menawarkan
sawahnya untuk digarap supaya jadi jaminan, kalau secara
teori hukum Islam kan tidak boleh, makanya sekarang saya
tidak mau meminjamkan uang atau melakukan gadai. Kalau
mereka mau ya saya sewa sgja sawahnya. Kalau tidak mau ya
sudah. Kalau mau saya sewa murah, tapi saya pinjami uang
yang dibutuhkan, kalau sudah punya uang bisa ngembalikan
uangnya ke saya, tapi sawahnya saya sewa. Saya sudah tidak
mau menggadai, tidak mau saya, tidak enak sama yang punya
sawah. Kasihan dan merugikan penggadai’

Apa yang dikatakan oleh Bapak Idik senada dengan apa yang
dikatakan oleh Bapak Sholeh selaku rahin dan murtahin. Meskipun
diatahu bahwa gadai sawah merugikan dan tidak adil bagi dirinya, dia
tetap sgja menggadaikan sawahnya karena tuntutan kebutuhan yang
mendesak untuk segera dipenuhi. Daripada dia harus meminjam uang
ke Lembaga Keuangan yang memakan waktu lama dan berbelit-belit
dalam proses pencairannya, dia lebih memilih meminjam uang ke

petani lain dengan menjaminkan sawahnya kepada murtahin. Beliau

mengatakan :

3" paidik, wawancara, Temuasri, 26 April 2015.
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“kalau saya karena memang benar-benar terdesak kebutuhan
hidup dan saya membutuhkan uang dengan segera. Kalau saya
pinjam ke bank prosesnya lama dan berbelit-belit”*®
Namun, beberapa petani yang telah mengetahui dan sadar
bahwa dalam transaks gadai yang dia lakukan mengandung riba,
bunga dan ketidakadilan bagi rahin, mereka memiliki solusi tersendiri
untuk mengatas agar dalam transaks gada sawah tersebut tidak
terdapat riba atau uang beranak. Karena mereka mengetahui bahwa
dalam hukum Islam, riba hukumnya haram, sehingga transaksi apapun
yang didalamnya terdapat unsur riba adalah haram untuk dilakukan.
Salah seorang petani pelaku gadai, yaitu Bapak Sholeh
menjelaskan bahwa selama dia menjadi murtahin dan mendapatkan
hasil dari panenan sawah milik rahin yang berstatus jaminan, dia
merasakan jika hasil panen tersebut tidaklah barokah jika dinikmati
oleh dirinya dan keluarganya, bahkan timbul rasa bersalah dalam
dirinya. Dia merasa bahwa uang hasil panen tersebut cepat habis tanpa
tahu rimbanya. Tetapi dia telah memiliki solusi agar rezeki yang dia
dapatkan dari hasil mengelola sawah rahin menjadi halal dan barokah.
Bapak Yon menjelaskan :
“kalau saya, tergantung kebutuhan saja nanti. Tapi kalau saya
boleh jujur, keuntungan yang saya dapatkan dari gadai ini tidak
barokah, saya merasa uang itu cepat habis, kadang juga dilanda
rasa bersalah. Tapi saya punya solusi, saya tetap bisa bantu
orang yang butuh uang, tapi saya juga tidak merugikan dia
dengan gadal itu. Jadi begini, misalnya anda pinjam uang Rp.

20.000.000,- dengan jaminan 3 garapan sawah. Saya bilang ke
anda, 3 garapan ini saya sewa sgja, kalau harga sewa seperlima

3 Abdurrahim Sholeh, wawancara, Temuasri, 06 Mei 2015.
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hektar itu 1,5 juta, kalau 3 garapan berarti 4,5 juta. Jadi nanti
anda mengembalikan uang pinjaman ke saya sebesar 15,5 juta,
karena sudah dipotong untuk bayar sewa ke anda 4,5 juta.
Biasanya orang yang mau menggadaikan sawahnya ke saya,
saya tawari begitu, kadang kasian juga kaau harus
mengembalikan uang Rp. 20.000.000,- dalam waktu 1 tahun”®
Solus agar transaks gadai yang Bapak Yon lakukan tidak
mengandung unsur riba, adil dan menguntungkan bagi kedua belah
pihak adalah dengan cara menawarkan kepada rahin transaksi sewa-
menyewa dalam trasaksi gadai sawah. Jadi, garapan sawah yang
dijadikan jaminan oleh rahin disewa olehnya dengan harga tertentu
sesuai dengan luas sawah. Bapak Yon tidak memberikan uang sewa
kepada rahin, melainkan uang sewa tersebut dipotong dari uang
pinjaman dari transaksi gadai, sehingga pada waktu jatuh tempo, rahin
mengembalikan uang pinjaman yang telah berkurang setelah dipotong
untuk sewa sawah. Misdnya uang pinjaman Rp. 20.000.000,-,
sedangkan uang sewa Rp. 2.000.000,-, maka rahin mengembalikan
uang pinjaman jika waktu sudah jatuh tempo hanya sebesar Rp.
18.000.000,-.
Selain meringankan rahin karena uang pinjaman berkurang,
sawah yang dikelola olen murtahin bukanlah sawah jaminan yang

hasilnya nanti merupakan bunga atas pinjaman rahin, melainkan hasil

dari murtahin menyewa sawah rahin.

C. Pembahasan Temuan

% Suko Hadi Wiyono, wawancara, Temuasri, 15 April 2015.
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Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada para petani pelaku
gada sawah di Desa Temuasti Kecamatan Sempu Kabupaten
Banyuwangi, transaksi gadai lahan persawahan adalah transaksi yang
lumrah dilakukan oleh para petani untuk mendapatkan uang pinjaman
dalam jumlah besar, mudah dan proses yang cepat. Pada hakikatnya
transaks gadai yang dilakukan petani di Desa Temuasri merupakan
transaks hutang piutang dengan menjaminkan harta bernilai yang berupa
lahan persawahan atau tanah sawah sigp garap, dan bentuk jaminan
tersebut berupa garapan sawah oleh murtahin sampai batas waktu jatuh
tempo pengembalian pinjaman. Apabila dalam waktu yang telah
ditentukan rahin tidak bisa mengembalikan pinjaman, maka sawah akan
tetap digarap oleh murtahin sampai rahin mengembalikan pinjamannya.

Transaksi gadai yang dilakukan oleh petani di Desa Temuasri
sesuai dengan kesepakatan para ulama yang mengatakan bahwa gadai
(rahn) diperbolehkan, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan
sgja jika kedua pihak tidak saling mempercayai. Sesuai dengan Firman
Allah SWT. : Al-Bagarah: 283 “Farihanum Magbudlah” pada ayat di atas
adalah irsyad (anjuran baik) sgjakepada orang beriman. Firman Allah

SWT. Surat Al-Bagarah ayat 283 :
. S IR : oL 2 -
Q}.Q }‘UZ-AJBL“’K‘)»UVJ ul.c):;fgbﬁ

sg g T “;‘L;"‘J")}"bl"""’(’mw‘



81

T
8

g a1 1,085 N5
B2 sl

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tuna)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika
sebagian kamu mempercaya sebagian yang lain, Maka hendaklah yang
dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)
Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang
menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa
hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Transaksi gadai yang dilakukan oleh petani di Desa Temuasri

&£
L bl P e ,w o=l o)

sesuai dengan yang dijelaskan Allah SWT dalam Firman-Nya, yakni
berdasarkan ayat a-Qur’an di atas, transaksi gadai merupakan transaksi
hutang piutang dengan menjaminkan harta berharga yang dimiliki sebagai
jaminan kepercayaan hingga waktu berakhirnya gadai.

Sedangkan menurut Ulama figih, yaitu menurut lbnu Qudamah,
gadai (rahn) adalah harta benda yang dijadikan sebagai jaminan atas
utang, yang mana harta benda atau nilainya dijadikan sebagai pelunasnya
apabila yang berhutang tidak mampu melunasinya. Bisa juga dengan
memberikan harta sebagai jaminan utang agar digunakan sebagai pelunas
utang dengan harta atau nilai harta tersebut bila yang berutang tidak
mampu melunasinya. Pemberian barang jaminan ini diadakan bila salah

satu pihak tidak saling percaya mempercayai.
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1. Faktor-faktor yang mendorong para petani di Desa Temuasri
Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi melakukan transaksi
gadai lahan persawahan

Dalam Idam, transaksi gadai boleh dilakukan. Manusia
melakukan berbagal transaksi ekonomi dalam hidupnya guna
memenuhi  kebutuhan hidup yang banyak ragamnya bahkan tidak
dapat ditebak kapan datangnya, sehingga apabila sangat mendesak
untuk memenuhi kebutuhan tersebut sedangkan tidak ada uang untuk
memenuhinya, maka Islam memberikan alternatif, salah satunya
dengan berhutang dengan memberikan jaminan yang disebut dengan
gadai.

Dalam kehidupan ini ada sgja dari anggota masyarakat yang
memerlukan dana mendesak, seperti untuk pengobatan, biaya hidup
dan masih banyak keperluan-keperluan yang tidak bisa dielakkan.
Orang tersebut terpaksa meminjam uang dengan jaminan barang,
sebagal pegangan sekiranya pinjaman itu tidak dapat dikembalikan.

Apa yang terjadi pada para petani pelaku gadai di Desa
Temuasti Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi pun juga
demikian. Islam memberikan pilihan solus yang baik berdasarkan
syariat agar umatnya dapat memenuhi kebutuhan demi kelangsungan
hidup mereka, tetapi tetap memperhatikan aturan dan ketentuan yang

telah ditetapkan oleh Hukum Islam. Sehingga gadai sawah juga
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menjadi salah satu altenatif jika petani di Desa Temuasri memerlukan
dana yang mendesak.

Para petani memiliki alasan atau faktor pendorong yang
menyebabkan mereka melakukan gadai sawah, seperti yang dijelaskan
bahwa sebuah transakss muamalah yang dilakukan seseorang berawal
dari sebuah masalah ekonomi yang harus diselesaikan, salah satunya
dengan caragadai (rahn).

Dapat diketahui bahwa petani meminjam segumlah uang
kepada petani lainnya dengan memberikan jaminan berupa garapan
sawah kepada murtahin (gadai sawah) dengan berbagai faktor
penyebab, diantaranya yakni untuk membayar kebutuhan konsumtif
yang mendesak, membayar biaya pendidikan anak, membayar biaya
operas istri, hingga digunakan sebagai modal untuk menggelola
sawah mereka yang lain.

Faktor-faktor tersebut telah memotivas petani  untuk
menggadaikan sawahnya meskipun dalam keadaan terpaksa demi
untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sangat mendesak. Hal tersebut
dilakukan dibawah ketidak berdayaan mereka, ketidak senggajaan
bahkan tidak terduga sebelumnya bahwa kebutuhan yang harus segera
dipenuhi dapat hadir kapan sgja. Rahin dengan terpaksa membiarkan
sawahnya digarap oleh murtahin demi untuk mendapatkan uang yang

mereka butuhkan, sebab jaminan yang berupa garapan telah menjadi



suatu ketentuan pasti dan merupakan syarat yang disebutkan dalam
perjanjian.
Praktik transaks gadai lahan persawahan di Desa Temuasri
Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi

Perjanjian gadai sawah oleh para petani di Desa Temuasri
Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi dilakukan secara tertulis
dan bermaterai disertai tanda bukti perjanjian berupa kwitansi jika di
antara para pihak yang bertransaksi tidak ada kepercayaan. Bahkan
mereka melibatkan aparat Pemerintah Desa Temuasri, baik Kepala
Dusun, Kepala Desa dan Sekretaris Desa sebagal saksi atas transaksi
gadai sawah untuk memperkuat perjanjian. Adanya kwintansi dan
saksi-saksi tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi dari pihak
murtahin jika suatu ketika rahin melanggar perjanjian, sehingga ada
bukti tertulis dan para saksi yang dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam proses perjanjian gadai sawah seperti yang telah
dijelaskan di atas, perjanjian tertulis dilakukan dengan menghadirkan
para saks baik saksi dari warga maupun saks dari peabat
pemerintahan Desa Temuasri agar perjanjian semakin kuat. Hal ini
dilakukan sebagai tindakan antisipas jika suatu ketika terdapat
permasalahan dalam perjanjian tersebut, maka dapat dipertanggung
jawabkan jika salah satu pihak merasa dirugikan.

Apa yang dilakukan oleh para petani tersebut sesuai dengan

syariat I1slam yang menganjurkan agar suatu perjanjian hendaknya
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disaksikan oleh saksi-saksi yang jujur dan dapat dipercaya

Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Bagarah ayat 283

tentang adanya saksi-saksi dalam perjanjian gadai.

Proses atau alur transaksi gadai yang dilakukan para petani di

Desa Temuasti Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi dapat

peneliti uraikan sebagai berikut :

a. Petani A yang memiliki sawah seluas 2.399 M2 membutuhkan
uang sebesar Rp. 50.000.000,-, kemudian dia datang kepada petani
B dengan maksud untuk meminjam uang yang dibutuhkan
tersebut.

b. Kemudian mereka melakukan negosiasi terkait harga gadai dan
jumlah garapan sawah yang dijadikan jaminan beserta waktu jatuh
tempo yang disepakati. Jika kedua pihak menyetujui, maka kedua
pihak datang ke Sekretaris Desa Temuasri untuk memberitahukan
hal tersebut.

c. Keesokan harinya kedua belah pihak datang ke kantor Desa
Temuasri untuk memberitahukan tentang transaksi gadai yang
mereka lakukan. Kemudian sekretaris desa akan membuatkan
perjanjian tertulis. Petani A selaku pemilik tanah harus membawa
akta tanah dan sertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah dan saksi
dari keluarganya. Karena tanah yang digadaikan harus tanah
sawah milik sendiri, bukan milik orang lain atau dalam masa

kekuasaan orang lain. Sedangkan petani B juga membawa saksi.
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d. Ketika perjanjian tertulis telah selesai beserta seluruh ketentuan
yang diminta oleh kedua belah pihak, kemudian para pihak dan
saks menandatangani perjanjian kemudian diikuti para saksi dan
mengetahui Kepala Desa. Setelah itu petani B menyerahkan uang
pinjaman secara tunai kepada petani B di hadapan para saksi. Dan
sawah siap garap yang menjadi jaminan dapat lansung dikelola
oleh penerima gadai. Dengan penyerahan uang pinjaman tersebut
merupakan tanda berakhirnya forum pembuatan perjanjian.

Berdasarkan proses perjanjian tersebut, dapat kita ketahui
bahwa untuk melakukan transaksi gadai sawah harus terpenuhi rukun
dan syarat transaksi, jika salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi,
maka transaksi menjadi batal atau transaksi tidak akan terjadi. Rukun
dalam transaksi gadai yang dilakukan petani di Desa Temuasri adalah
adanya dua pihak yang melakukan perjanjian, yaitu penggadai (orang
yang berhutang) dan penerima gadai (orang yang memberi pinjaman
atau hutang), adanya sawah siap garap yang dijadikan jaminan oleh
penggadai yang dibuktikan dengan sertifikat dan akta tanah yang
menerangkan bahwa sawah tersebut adalah benar-benar tanah sawah
milik penggadai, adanya uang pinjaman dari penerima gadai yang
akan diberikan kepada penggadal secara tunai pada waktu
penandatanganan perjanjian, dan kesepakatan akad secara tertulis atau

serah terima gadai sawah oleh kedua belah pihak yang disaksikan oleh
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para saksi, baik saksi dari kedua pihak dan saksi dari aparat Desa
Temuasri.

Berdasarkan hal tersebut, proses transaksi gadai sawah yang
dilakukan petani di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten
Banyuwangi telah sesuai dengan rukun gadai (rahn) dalam Islam,
yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi antara rahin
(penggadai) dan murtahin (penerima gadai), adanya barang yang
dijadikan jaminan (marhun), adanya hutang yang diberikan kepada
penggadai (marhun bih) dan sighat (ijab gabul). Adanya saksi dalam
perjanjian juga merupakan anjuran dari Allah SWT dalam surat al-
Bagarah ayat 283.

Rukun gadai dalam transaksi gadai sawah di Desa Temuasti
telah sesuai dengan rukun gadai (rahn) dalam Hukum Islam, tetapi
syarat gadal tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan gadai (rahn)
dalam Islam, sehingga mengakibatkan kecacatan dalam akad, karena
transaks mengandung syarat. Dalam perjanjian gadai sawah di Desa
Temuasri, para pelaku gadai mensyaratkan adanya pemindahan hak
sawah kepada penerima gadai agar dikelola selama masa perjanjian
sebagal sebuah jaminan dan syarat tersebut dituliskan dalam
perjanjian bahwa hak sawah diserahkan kepada murtahin untuk
dikelola sampai waktu gadai berakhir. Sementara dalam gadai (rahn)

dalam Islam adanya akad bersyarat yang merugikan salah satu pihak
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yang berakad, seperti memberi tambahan pembayaran kepada
murtahin merupakan hal yang menjadikan akad menjadi rusak.

. Praktik transaks gadai lahan persawahan di Desa Temuasri
Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi dalam tinjauan
prinsip keadilan bertransaksi secara syariah

Dalam perjanjian gadai sawah menyebutkan bahwa pihak
rahin harus memberikan sawahnya sebagai jaminan dengan cara
dikelola oleh murtahin sampai batas waktu yang ditentukan. Setelah
perjanjian tersebut maka rahin tidak mempunyai hak lagi untuk
menggarap sawah yang dijadikan jaminan karena sudah menjadi hak
murtahin sampal masa gadai telah habis. Ketika waktu sudah jatuh
tempo, maka rahin harus mengembalikan uang pinjaman. Apabila
rahin tidak bisa mengembalikan uang pinjaman, maka sawah akan
tetap digarap murtahin sampai rahin melunasi hutangnya.

Barang jaminan yang berupa |ahan persawahan dikelola oleh
murtahin tanpa adanya ikut campur dari rahin, karena hak untuk
mengelola berada di bawah kekuasaan murtahin. Dalam mengelola
sawah jaminan tersebut, murtahin menggunakan modalnya sendiri
hingga masa panen tiba. Hasil dari panen tersebut sepenuhnya juga
merupakan milik dan hanya dinikmati oleh murtahin. Rahin sama
sekali tidak ikut campur apapun yang terjadi pada lahan sawahnya

yang menjadi barang jaminan tersebut.
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Berdasarkan penelitin tersebut, murtahin lebih diuntungkan
daripada rahin. Keuntungan terletak pada dua hal, selain uang
pinjaman akan dikembalikan oleh rahin dalam jumlah yang sama,
murtahin juga mendapatkan hasil panen dari mengelola sawah yang
diberikan rahin sebagai jaminan dengan segala rissko mengelola
sawah. Hal tersebut diakui oleh rahin maupun murtahin

Dengan adanya keuntungan yang berlipat ganda yang
didapatkan oleh murtahin, hal tersebut mengakibatkan pihak rahin
merasa dirugikan. Selain dia harus mengembalikan uang pinjaman,
sawah yang seharusnya rahin kelola sendiri untuk membayar hutang,
justru dikelola oleh murtahin. Beberapa petani mengatakan bahwa
rahin memang merupakan pihak yang dirugikan dengan gadai sawah.
Bahkan petani juga menganggap bahwa hasil panen yang didapatkan
murtahin dari hasil menggelola sawah jaminan tersebut sama halnya
dengan bunga yang harus dibayarkan ke Bank jika melakukan gadai
sawah melalui lembaga keuangan. Petani juga beranggapan bahwa
hasil panen tersebut seperti uang beranak atau riba.

Para tokoh masyarakat juga mengatakan demikian seperti
yang dikatakan oleh para petani pelaku gadai. Para tokoh masyarakat
menjelaskan berdasarkan pengetahuan agama Islam yang mereka
ketahui bahwa dalam praktik gadai sawah di Desa Temuasri dalam hal
pemanfaatan barang jaminan secara Hukum Islam sama halnya

dengan riba, bunga atau uang beranak seperti halnya pada lembaga
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keuangan dalam transaksi pembiayaan. Namun lebih lanjut, tokoh
masyarakat menjelaskan bahwa letak ketidakadilan dan unsur riba
yang terdapat pada transaksi gadal tergantung dari faktor penyebab
dan tujuan petani melakukan transaksi gadai itu sendiri.

Jika faktor penyebab transaksi gadai karena faktor ekonomi
untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak, seperti biaya
hidup sehari-hari, membayar pendidikan anak, membayar biaya
operas salah satu keluarga, maka tokoh masyarakat berpendapat
bahwa pemanfaatan barang gadai seharusnya tidak dilakukan karena
mengandung riba dan ketidakadilan bagi pihak rahin. Riba terletak
pada tambahan pembayaran, yaitu tambahan uang yang berasal dari
hasil garapan sawah. Sedangkan ketidakadilan terletak pada unsur
keterpaksaan yang dialami rahin. Meskipun secara lisan rahin yang
dalam kondis terdesak mengizinkan murtahin menggarap sawahnya,
sebenarnya rahin dalam keadaan terpaksa agar ia segera mendapatkan
uang yang dibutuhkan. Untuk menghindari hal tersebut, gadai sawah
seharusnya tidak dilakukan. Jika penerima gadai mengetahui kondisi
rahin yang sangat kesulitan, murtahin dapat meminjamkan uang yang
rahin butuhkan tanpa harus melakukan gadai. Dalam hal ini prinsip
tolong-menolong sesama muslim yang dikedepankan. Melalui sikap
saling tolong-menolong inilah yang akan menghindarkan murtahin

memakan uang riba dan hasil dari mendzalimi rahin.
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Sedangkan jika faktor penyebab dan tujuan transaks gadai
karena bisnis atau sebagai modal untuk mengelola sawah maupun
bisnis lain, maka dalam transaksi gadai tersebut tidak terdapat unsur
ketidakadilan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya keterpaksaan
dari pihak rahin untuk menggadaikan sawahnya hingga sawahnya
dijadikan jaminan dengan cara dikelola oleh murtahin sampai batas
waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Rahin  sudah
memperhitungkan akibat transaks gadai yang ia lakukan karena
berorientasi pada bisnis dan keuntungan. Di samping itu, dengan uang
hasil gadaian yang ia jadikan modal untuk menggarap sawahnya yang
lain, ia mendapatkan hasil dari sawah tersebut yang kemudian
digunakan untuk membayar hutang atau menebus sawah yang ia
gadaikan. Tetapi, pada hakekatnya, hasil sawah gadai yang dikelola
oleh murtahin tetap mengandung riba.

Jika dipandang dari segi kewagjiban murtahin terhadap
transaks gadai, bahwa murtahin tidak boleh memanfaatkan marhun
demi kepentingannya sendiri. Pada dasarnya gadai atau rahn adalah

akad tabaru’ (kebgjikan). Dimana sikap menolong dan sikap amanah

sangat ditonjolkan, hal ini sesuai dengan fungs dari gadai yang
sematamata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang
membutuhkan dengan bentuk marhun sebagai jaminan, bukan untuk

mengambil suatu manfaat yang sebesar-besarnya.
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Dalam Hukum Isam Jumhur Ulama sepakat bahwa
pemanfaatan barang gadai tersebut hukumnya haram. Rasulullah
SAW juga bersabda bahwa memanfaatkan barang gadaian adalah

termasuk riba.

s 8 Zr0r o

(alol Gl cp ) olg)) by 5 aniia e P s

“Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba”. (HR.

Harits bin Abi Usamah).

Ulama Syafi’i berpendapat bahwa pemanfaatan marhun oleh
murtahin juga tidak boleh dipersyaratkan di awa akad, namun jika
rahin mengizinkan memanfaatkan barang gadai, maka hal itu
diperbolehkan, karena hak kepemilikan merupakan milik rahin
sehingga ia boleh secara bebas mengizinkan siapa sga yang
dikehendaki untuk memanfaatkan marhun.

Menurut ulama Malikiyah, penerima gada boleh
memanfaatkan barang gadal jika diizinkan oleh rahin dan tidak
menjadi syarat dalam akad serta barang gada berupa barang yang bisa
diperjual belikan dan ditentukan waktunya secara jelas. Ulama
Malikiyah memberi perincian mengenai status hukum pemanfaatan
barang gadai yang dilakukan oleh murtahin menjadi dua bagian, yaitu
hutang yang bersifat gard dan hutang yang bersifat jual beli atau

transaks pertukaran. Dalam bentuk yang pertama ulama Malikiyah
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melarang segala bentuk pemanfaatan oleh murtahin, walaupun hal itu
merupakan tabarru’ dari rahin kepada murtahin.

Dalam Islam keadilan merupakan salah satu prinsip dalam
melakukan perjanjian atau transaksi. Sikap adil harus tercermin dalam
perbuatan muamalat. Oleh karena itu, ISsam mengatur hal-hal yang
bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh
manusia. Hal ini disebut juga dengan kedzaliman.

Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil
yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Hal ini disebut juga dengan
kedzaliman. Pemanfaatan sawah oleh murtahin dalam gadai sawah di
Desa Temuasri tidak sesua dengan prinsip keadilan bertransaksi
secara syariah karena dalam transaksi gadai sawah tersebut merugikan
salah satu pihak dan mengakibatkan ketidakadilan bagi rahin. Menurut
petani, dalam gadal sawah juga mengandung unsur riba yang
disamakan dengan uang beranak layaknya di Lembaga Keuangan jika
seseorang menggadaikan suatu barang. Dalam Islam ketidakadilan
tersebut menyebabkan kedzaliman.

Menurut Hukum Islam, kedzaliman (unsur yang merugikan
diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan) adalah menempatkan
sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai
ukuran, kualitas dan temponya, mengambil sesuatu yang bukan
haknya dan memperlakukan sesuatu tidak sesuai posisinya

Kedzaliman dapat menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat secara



94

keseluruhan, bukan hanya sebagian; atau membawa kemudaratan bagi
salah satu pihak atau pihak-pihak yang melakukan transaksi. Beberapa
hal yang termasuk kedzaliman, antara lain adalah perbuatan riba,
timbangan yang tidak adil, penagguhan pembayaran hutang bagi yang
mampu, dan masih banyak lagi perbuatan dzalim lainnya. Riba adalah
perbuatan yang dilarang. Seperti firman Allah dalam surat Al-Bagarah

ayat 275 :
P
T 253 31 o
“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Implementasl keadilan dalam kegiatan usaha (transaksi)
berupa aturan prinsip muamalah yang harus diterapkan agar tidak
menimbulkan kedzaliman. Prinsip transaksi muamalah, selain unsur
kedzaliman, juga melarang adanya unsur gharar (penipuan), maysir
(Judi), riba, dan mentransaksikan barang-barang haram.

Dari beberapa penjelasan tersebut dapat diambil kesmpulan
bahwa, transaksi gadal sawah yang dilakukan oleh petani di Desa
Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi tidak sesuai
dengan prinsip keadilan bertransaks secara syariah, baik gadai sawah
karena memenuhi kebutuhan konsumtif maupun untuk bisnis atau
modal. Hal tersebut terletak pada adanya riba yang terdapat dalam
pemanfaatan barang gadai yaitu tanah sawah yang dikelola oleh

murtahin yang disamakan dengan tambahan bayaran kepada murtahin,
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dan riba merupakan salah satu penyebab sesorang mengalami
ketidakadilan yang berujung pada kedzaliman karena secara tidak
langsung merugikan salah satu pihak. Di samping itu, jaminan yang
berupa garapan sawah secara jelas menjadi syarat dalam perjanjian
yang disebutkan secara tertulis dalam perjanjian bahwa setelah
perjanjian digelar, marhun bukan lagi hak rahin melainkan sudah
menjadi hak murtahin untuk digarap sampai batas waktu gadai sawah
berakhir.

Namun, beberapa petani yang telah mengetahui dan sadar
bahwa dalam transaks gadai yang dia lakukan mengandung riba,
bunga dan ketidakadilan bagi rahin, mereka memiliki solusi tersendiri
untuk mengatas agar dalam transaks gada sawah tersebut tidak
terdapat riba atau uang beranak. Karena mereka mengetahui bahwa
dalam hukum Islam, riba hukumnya haram, sehingga transaksi apapun
yang didalamnya terdapat unsur riba adalah haram untuk dilakukan.

Solusi agar transaksi gadai yang murtahin lakukan tidak
mengandung unsur riba, adil dan menguntungkan bagi kedua belah
pihak adalah dengan cara menawarkan kepada rahin transaksi sewa-
menyewa dalam trasaksi gadai sawah.

Selain meringankan rahin karena uang pinjaman berkurang,
sawah yang dikelola oleh murtahin bukanlah sawah jaminan yang
hasilnya nanti merupakan bunga atas pinjaman rahin, melainkan hasil

dari murtahin menyewa sawah rahin.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di lapangan yang dilakukan oleh pendliti
mengenai persepsi petani terhadap transaksi gadal lahan persawahan di
Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi menghasilkan
kesimpulan sebagai berikut :

Transaksi gadal yang dilakukan oleh petani di Desa Temuasti
sesuai dengan yang dijelaskan Allah SWT dalam Firman-Nya, yakni
berdasarkan ayat a-Qur’an 283 yang menjelaskan bahwa transaksi gadai
merupakan transaksi hutang piutang dengan menjaminkan harta berharga
yang dimiliki sebagai jaminan kepercayaan. Tetapi kebiasaan petani di
Desa Temuasri barang jaminan dikelola oleh penerima gada hingga waktu
berakhirnya gadai.

1. Faktor-faktor pendorong yang menyebabkan petani meminjam
sgumlah uang kepada petani lainnya dengan memberikan jaminan
berupa garapan sawah kepada murtahin (gadai sawah) diantaranya
yakni untuk membayar kebutuhan konsumtif yang mendesak,
membayar biaya pendidikan anak, membayar biaya operasi istri, dan
digunakan sebagai modal untuk menggel ola sawah mereka (produktif).

2. Praktik transakss gadai di Desa Temuasri Kecamatan Sempu
Kabupaten Banyuwangi dilakukan dengan perjanjian tertulis dan
menghadirkan para saksi dari keluarga maupun aparat Desa Temuasi.

96
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Kedua belah pihak yang melakukan gadai melakukan negosiasi terkait
luas sawah yang dimiliki penggadai, uang yang dibutuhkan penggadai
dan jumlah garapan sawah yang dijadikan jaminan. Setelah itu kedua
belah pihak yang bertransaksi beserta saksi melakukan perjanjian
tertulis di Kantor Desa Temuasri dengan ketentuan tertulis di dalam
perjanjian sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pembayaran
marhun bih dilakukan secara tunai di hadapan forum perjanjian dari
pihak murtahin kepada rahin, dan sgjak saat itu pula barang jaminan
berupa sawah menjadi hak murtahin untuk digarap sampai waktu gadai
berakhir. Dalam transaksi tersebut rukun gadai telah terpenuhi dan
sesual dengan gadai (rahn) dalam Islam, tetapi syarat gadai tidak sesuai
dengan gadai (rahn) dalam Islam karena para pelaku gadai
mensyaratkan adanya pemindahan hak sawah kepada penerima gadai
agar dikelola selama masa perjanjian sebaga sebuah jaminan dan
syarat tersebut dituliskan dalam perjanjian bahwa hak sawah
diserahkan kepada murtahin untuk dikelola sampai waktu gadai
berakhir. Hal tersebut membuat akad gadai mengalami kecacatan.

. Transaks gadai sawah yang dilakukan oleh petani di Desa Temuasri
Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi tidak sesuai dengan prinsip
keadilan bertransaksi secara syariah, balk gada sawah karena
memenuhi kebutuhan konsumtif maupun untuk bisnis atau modal. Hal
tersebut terletak pada adanya riba yang terdapat dalam pemanfaatan

barang gada yaitu tanah sawah yang dikelola oleh murtahin yang
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disamakan dengan tambahan bayaran kepada murtahin, dan riba
merupakan salah satu penyebab seseorang mengalami ketidakadilan
yang berujung pada kedzaliman karena secara tidak langsung

merugikan salah satu pihak.

A. Saran-saran

Berdasarkan hasil pendlitian, transaksi gadai yang dilakukan oleh
petani di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi tidak
sesuai dengan prinsip keadilan bertransaksi syariah karena dalam
pemanfaatan barang gadai mengandung unsur riba yang menyebabkan
ketidakadilan bagi rahin. Dalam hal ini, peneliti menyarankan kepada para
petani di Desa Temuasri yang melakukan transaksi gadai, hendaknya
menghindari adanya riba yang mengakibatkan ketidakadilan bagi rahin,
seperti yang dilakukan oleh beberapa petani lainnya. Solusi tersebut
dilakukan dengan cara menyewa garapan sawah yang sebenarnya
merupakan jaminan, sehingga rahin sedikit terbantu pada saat
pengembalian pinjaman, karena pinjaman berkurang setelah dipotong
dengan uang sewa sawah. Aparat pemerintahan Desa Temuasri pun juga
harus mengawas praktek gadai sawah yang biasa dilakukan oleh petani
agar pihak-pihak yang bersangkutan tidak saling berselish dan tidak
merasa dirugikan dengan adanya transaks gada lahan persawahan

tersebut.
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Nama Informan
Hari/Tanggd
Waktu

FIELDNOTE WAWANCARA INFORMAN

> Ali Sodikin (Kepala Desa Temuasti)
> Senin, 06 April 2015
:08.15WIB

Hasi| Wawancara

Pendliti

Pak Kades

Pendliti

Pak Kades

Pendliti

Pak Kades

: kalau saya lihat di Temuasri ini banyak didominasi oleh lahan
pertanian Pak Kades, apakah mayoritas warga di sini bermata
pencaharian sebagai petani?

: lya mbak, benar sekali, memang mayoritas warga di sini
pekerjaannya sebagai petani karena mereka punya sawah sendiri,
tapi juga tidak jarang warga yang tidak punya sawah tapi hanya
punya uang, mereka akan menyewa sawah atau menerima gadai
sawah milik petani lain untuk digarap.

. apakah hanya sewa sgja pak yang dilakukan oleh petani? Saya
dengar dari warga, gadai juga sering dilakukan antar petani.

: oh iyambak, gadai juga ada, tapi sangat jarang sekali dilakukan
oleh petani, kebanyakan mereka melakukan sewa-menyewa.

. seperti apa pak gadai yang dilakukan oleh mereka? Apa sama
seperti gadal yang dilakukan di lembaga pegadaian?

: tidak sama mbak, kalau gadai sawah di lembaga pegadaian itu
jaminannya adal ah sertifikat sawah dengan membayar bunga dan
pokok pengembalian utang setiap bulannya ke bank yang
bersangkutan, tapi kalau antar petani, istilahnya adalah hutang,
jadi penerima gadai meminjamkan sgumlah uang kepada
penggadai, sedangkan penggadai memberikan jaminan garapan,
misalnya 3 garapan atau 3 kali masa panen, jika penerima gadal
sudah selesai menggarap sampai 3 garapan, maka penggadai juga
harus mengembalikan uang yang dipinjam sgumlah pinjaman

awal, kemudian sawah juga dikembalikan ke penggadai.



Pendliti

Pak Kades

Pendliti

Pak Kades

Pendliti

Pak Kades

: owh, beda ya pak, berarti kalau gadai di bank yang jadi jaminan
hanya sertifikat sawahnya sedangkan sawah masih digarap
pemilik tanah, tapi tigp bulannya membayar bunga. Kalau gadai
antar petani jaminanya garapan sawah tapi tiap bulan tidak
membayar bunga ke penerima gadai? Trus hasil panenan sawah
yang digarap penerima gadai itu dibagi dengan penggada atau
tidak pak?

. lya mbak, betul begitu. Kalau panen ya hasiinya dinikmati
penerima gadai mbak, orang sawah itu jaminan dan sudah
kesepakatan untuk digarap dan modalnya juga dari penerima
gadai, jadi penggadai tidak dapat apa-apa dari hasil panenan.

. tapi kalau dipikir-pikir bukannya itu sama sgja pak, kalau di
bank sawahnya tetap digarap petani, tapi tiap bulan bayar bunga,
kalau antar petani, tigp bulan tidak bayar bunga tapi sawah
digarap pemberi utang dan hasil panen dinikmati sendiri oleh
penerima gadai. Bagaimana menurut jenengan pak?

. iya mbak, kalau menurut saya memang sama sgja mbak, tapi
memang seperti itu yang dilakukan petani.

: menurut bapak, apakah gadai tersebut adil untuk penggadai, jika
dilihat pihak penggadai banyak dirugikan, selain dia harus
membayar hutangnya secara penuh, sawahnya tidak bisa digarap
sendiri karena digarap penerima gadai, hasil panen juga
dinikmati sendiri.

. lya mbak, kalau menurut saya memang tidak adil, tapi mau
bagaimana lagi mbak, gadai sudah jadi hal yang lumrah diantara
para petani dengan kesepakatan yang mereka buat sendiri. Jika
ada kendala daam proses gada tersebut, biasanya mereka
mel akuka kesepakatan lagi.



FIELDNOTE WAWANCARA INFORMAN

Nama Informan : Suko Hadi Wiyono (Ketua Kelompok Tani_Rahin &
Murtahin)

Hari/Tanggd : Rabu, 15 April 2015

Waktu : 13.20 WIB

Hasil Wawancara

Pendliti

Pak Yon

Pendliti

Pak yon

: Pak Yon, saya dengar dari petani lain kalau transaksi atau
perjanjian dalam bidang pertanian itu bukan hanya sewa sawah,
tapi juga ada gadai sawah. Kalau sewa sawah saya paham pak, tapi
kalau gada saya kurang tahu, menurut bapak gadai sawah itu
bagaimana pak?

: kalau gadai yang selama ini dilakukan petani mbak, termasuk
saya juga pernah menggadaikan dan menerima gadai dari petani
lain, jadi gadal itu bisa dikatakan sebagal transaksi hutang piutang
dengan jaminan berupa sawah agar digarap oleh penerima gadai.
Misalnya sampeyan butuh uang 20 juta, samean datang ke saya
mau pinjam uang 20 juta, karena sampeyan punyanya sawah, maka
sawah itu yang sampeyan jadikan jaminan sampai sampeyan bisa
mengembalikan uang itu ke saya.

: owh, jadi hampir sama seperti menggadaikan barang ke bank
begitu pak?

- wah tidak sama mbak, jadi begini, saya jelaskan dari awal.
Misalnya saya dan sampeyan. Saya punya sawah seperempat bahu,
sedangkan saya butuh uang 20 juta. Saya datang ke sampeyan mau
pinjam uang 20 juta dengan jaminan sampeyan menggarap sawah
saya selama 3 garapan atau 3 kali masa panen, kalau dihitung itu
selama 1 tahun. Ketika sampeyan sudah selesai menggarap sawah
saya selama 3 kali garapan, saya juga harus mengembalikan uang

20 juta tersebut ke sampeyan. Kalau gadai di bank yang jadi
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Pendliti

Pak Yon

Pendliti

Pak Yon

jaminan adalah sertifikat sawah, sawah tetap digarap penggadai,
tapi tiap bulan sampeyan harus bayar bunga, setelah jatuh tempo,
sampeyan harus mengembalikan pinjaman itu, baru sertifikat akan
dikembalikan oleh pihak bank.
: owh, jadi begitu pak. Lalu untuk penetapan 20 juta jaminannya 3
garapan itu bagaimana pak?

kalau itu tergantung kesepakatan mbak, lumrahnya kalau
seperempat bahu atau seperlima hektar itu harga gadainya 20 juta,
dengan jaminan 3 garapan. Kalau mau pinjam 50 juta, biasanya
jaminannya tambah lagi jadi 6 garapan atau 2 tahun. Kalau sudah 2
tahun baru yang berhutang harus mengembalikan uang dan sawah
dikembalikan juga ke yang berhutang.
- lalu, misalnya pada garapan ke 3, penggadai sudah punya uang 50
juta dan berniat untuk mengembalikan uang tersebut, apakah bisa
pak?
: yatidak bisa mbak, kan sudah perjanjian di awal kalau uang akan
dikembalikan jika sudah 6 garapan. Jadi harus nunggu dulu sampek
6 garapan. Yang menghutangi gak mau rugi lah mbak, apa lagi
memang perjanjiannya sudah gitu. Kecuali di awal perjanjian ada
kesepakatan seperti itu, kalau sudah punya uang sebelum waktu
jatuh tempo, bisa dibayarkan dan sawahnya dikembalikan.
: wah, tidak mau rugi jugaternyata pak. Kalau proses perjanjiannya
sendiri bagaimana pak? Apakah harus melibatkan pemerintah desa
atau cukup dengan saksi-saksi sgja?
. macam-macam ya mbak kalau itu. Kalau saya jika gadainya
dalam jumlah kecil, atau sudah saling percaya ya cukup buat
perjanjian tertulis antara saya dengan pihak kedua disaksikan
dengan 2 saksi. Kaau jumlahnya besar dan takut jika ada
penyelewengan nantinya, biasanya perjanjian dilakukan di

Pemerintahan desa yang disaksikan kepala desa dan saksi-saks
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Pendliti
Pak Yon

Pendliti
Pak Yon

lain. Perjanjian itu dibuat 3 mbak, pihak 1, 2 dan untuk arsip desa
jika melibatkan pemerintah desa.

- iya pak. Kalau saya boleh tahu faktor apa yang melatarbel akangi
petani untuk melakukan transaksi gadai pak?

. ya kalau masalah itu mbak, namanya orang pasti punya
kebutuhan yang mendesak. Faktor pertama ya karena terdesak
kebutuhan, kedua memang sengaja dibuat bisnis, dan yang ketiga
memanfaatkan uang daripada hanya mengendap. Kalau dijelaskan
panjang sekali ini mbak. Pertama karena terdesak kebutuhan,
misalnya untuk keperluan anak sekolah, kebutuhan komsumtif, dan
terserah penggada mau dibuat apa mbak. Kedua untuk bisnis, ini
juga sering saya lakukan mbak. Saya punya sawah seperlima
hektar, lalu saya gadaikan misalnya 20 juta. Nah uangnya ini saya
buat untuk menyewa sawah.

- 1o, kenapa bisa begitu pak?

: makanya itu mbak. Orang senang dengan gadai karena jumlah
uangnya besar meskipun nanti harus mengembalikan, kalau sewa
uangnya kecil, tapi kalau sewa kan enaknya nggak mengembalikan
uang, sawahnya kembali kalau masa garapan sewa selesai. Harga
sewa ketika gargpan tambah banyak, maka harga sewa semakin
kecil.

: oh iya pak, saya paham kalau tentang harga sewa.

: nah maka dari itu mbak, orang kalau tahu ini justru dibuat bisnis.
Bisnisnya terletak pada permainan tadi mbak. Jadi saya gadaikan
sawah saya, uangnya saya buat nyewa sawah yang lebih luas. Kan
harga sewa murah. Uang 20 juta dari sawah seperlima hektar
dalam waktu 1 tahun garapan, bisa untuk menyewa sawah orang
lain seluas empat per lima hektar untuk 4 garapan atau 1 tahun 4
bulan. Misalnya sawah yang saya sewa saya tanami padi, panen
pertama rata-rata padi lahan empat perlima hektar atau 1 bahu,
kalau padinya bagus, kira-kira hasilnya bisa 30 juta. Modalnya



Pendliti

Pak Yon

Cuma 5 jutaan. Kan untung 25 juta per panen. Dalam 1 kali
panenan sagja, saya bisa mengembalikan uang pinjaman saya. Disini
letak bisnisnya mbak. Tapi semua memang tergantung hasil
panenan, karena bertani itu nggak mesti untung. Resikonya besar
jadi seorang petani itu. Jadi alasan bisnis ini sebenarnya untuk
memutar uang agar mendapat keuntungan yang besar. Banyak
yang melakukan bisnis ini mbak. Kalau alasan yang ketiga mbak,
ini biasanya orang-orang yang salah satu keluarganya ada di luar
negeri. Misalnya anaknya ke luar negeri, kirim uang banyak ke
bapaknya, di rumah uangnya nganggur. Dengan sepengetahuan
anaknya, si bapak cari orang yang mau menggadaikan sawahnya,
nah uangnya kan bermanfaat, disamping si bapak dapat pekerjaan
garap sawah gadaian, uangnya nanti juga kembali dengan jumlah
yang sama besar.

. ternyata bisa juga untuk bisnis ya pak, saya baru tahu tentang
gadai ini.kembali ke masalah sewa dan gada tadi pak, kenapa
harga sewa lebih murah daripada gadai pak? Kan sama menggarap
yang menerima gadai atau sewa.

. kalau sewa, yang menyewakan dapat uang tanpa mengembalikan,
sedangkan sawah digarap penyewa dengan modalnya sendiri, mau
untung atau rugi pihak yang menyewakan kan tidak mau tahu,
semua sudah jadi urusan penyewa. Setelah masa sewa selesa,
pihak yang menyewakan tidak mengembalikan uangnya. Jadi
murni keuntungan yang diperoleh penyewa dari menggarap sawah
itu dengan segala risikko yang dihadapi. Makanya sewa dihargai
murah, karena petani penyewa juga tidak mau rugi mbak. Kaau
harga sewa tinggi, bertepatan dengan hasil panen tidak sepadan
dengan jumlah uang yang dikeluarkan untuk membayar sewa dan
modal untuk menggarap sawah, penyewa akan rugi besar mbak.
Makanya harga sewa murah untuk menghindari hal itu. Istilahnya

kalau sewa, penyewa mengeluarkan modal lebih, pertama untuk



Pendliti

Pak Yon

Pendliti

Pak Yon

membayar sewa dan kedua untuk modal menggarap sawah. Beda
dengan gadai, dia mengeluarkan uang 30 juta dan modal untuk
menggarap sawah, entah waktu menggarap untung atau rugi, uang
yang 30 juta akan tetap kembali mbak, makanya petani berani
meninggikan harga gadai sawah, wong nantinya juga akan
dikembalikan. Kalau hasil panen untung besar, ya sudah rezeki
penerima gadai mbak, kalau rugi ya bukan rezeki.

: owh, jadi gitu pak. Kalau dipikir-pikir lagi semuanya merujuk
pada alasan tidak mau rugi ya pak. Tapi kalau gadai tadi kan sawah
digarap penerima gadai, uang juga akan kembali. Jika seperti itu
bukannya kasihan pihak penggada pak, disamping dia harus
mengembalikan uang pinjaman, sawahnya juga digarap. Bukannya
ini namanya merugikan dan memberatkan pihak penggadai pak?

. iya mbak, saya pun juga setuju kalau masalah itu. Memang
merugikan dan kasihan pihak penggadai, tapi ya apa mau orang
minjamkan uang tanpa ada jaminannya mbak, sedangkan
penggada selalu meminta pinjaman yang besar. Seperti sudah
kebiasaan yang dilakukan dalam gadai sawah mbak, kadang pihak
penggadai malah menawarkan agar sawahnya digarap asalkan dia
dipinjami uang. Serba repot juga mbak. Kadang kasihan juga kalau
dia benar-benar butuh uang.

. iya pak, kalau sudah merugikan seperti itu berrati kan gadai
nggak adil buat penggadai pak? Dan bukannya hasil garapan sawah
itu sama sga dengan bunga dari meminjamkan uang kepada
penggadai ?

: iya mbak, kalau saya jadi pihak penggadal ya ngerasa tidak adil,
tapi kalau buat bisnis ya malah menguntungkan mbak. dan
sebenarnya sama sgja dengan bunga atau kalau dalam Islam
disebut riba, hasilnya double, uang kembali dan dapat hasil dari

panenan menggarap sawah yang jadi jaminan.
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: kalau sudah tahu tidak adil begini pak, untuk kesempatan
berikutnya apakah anda akan melakukan gadai sawah lagi?

: kalau saya sich, tergantung kebutuhan saja nanti mbak. Tapi kalau
saya boleh jujur, keuntungan yang saya dapatkan dari bisnis gadai
ini tidak barokah, saya merasa uang itu cepat habis, kadang juga
dilanda rasa bersalah. Tapi saya punya solusi mbak, saya tetap bisa
bantu orang yang butuh uang, tapi saya juga tidak merugikan dia
dengan gadai itu. Jadi begini, misalnya sampeyan pinjam uang 20
juta dengan jaminan 3 garapan sawah. Saya bilang ke sampeyan, 3
garapan ini saya sewa sgja, kalau harga sewa seperlima hektar itu
1,5 juta, kalau 3 garapan berarti 4,5 juta. Jadi nanti sampeyan
mengembalikan uang pinjaman ke saya sebesar 15,5 juta, karena
sudah dipotong untuk bayar sewa ke sampeyan 4,5 juta. Biasanya
orang yang mau menggadaikan sawahnya ke saya, saya tawari
begitu mbak, kadang kasian juga kalau harus mengembalikan uang
20 juta dalam waktu 1 tahun.

: owh, jadi bias juga dengan cara seperti itu ya pak untuk
menghindari uang riba tersebut, kalau begitu kan sedikit Iebih
meringankan beban penggada pak. Wah semoga jadi berkah ya
pak hasil panennya. Kalau menurut bapak berarti gadai sawah yang
dilakukan petani ini sesuai atau tidak dengan hokum Islam pak?

: ya ini lah mbak hidup bermasyarakat. Antara teori dan praktek
tidak sama. Kalau secara teori hukum Islam kan memang tidak
bolek karena tidak adil dan mengandung riba mbak, tapi kalau
sudah masuk dunia praktek, 1+1 bukan 2, bisajadi 3 atau bahkan 4
mbak karena melihat kondisi dan situasi yang sedang diaami
masyarakat.



FIELDNOTE WAWANCARA INFORMAN

Nama Informan : Paidik (Murtahin)

Hari/Tanggd
Waktu

: Minggu, 26 April 2015
:09.12 WIB

Hasi| Wawancara

Pendliti
Pak Idik
Peneliti

Pak 1dik
Peneliti

Pak 1dik

Pendliti

Pak Idik

Pendliti

. Pak, apakah jenengan masih aktif di kelompok tani?

: iyambak, masih bertani juga.

: oh ya pak, saya mau bertanya soa pertanian, ada yang tidak saya
mengerti.

. tentang apa mbak?

. tentang gadai sawah mbak. Sebenarnya gadai sawah itu
bagaiamana pak?

. kalau gadal sawah itu sebenarnya hutang piutang mbak. Jadi
misalnya ada orang butuh uang 50 juta, sedangkan dia punya
sawah seperlima hektar, dia sangat butuh uang misanya. Dia
datang ke saya pinjam uang 50 juta dengan jaminan menggarap
sawahnya itu mbak, entah 3 garagpan itu terserah kesepakatan
antara dua belah pihak. Setelah masa garapan selesai maka dia
harus mengembalikan uang 50 juta itu ke saya. Kalau belum 3
garapan uangnya belum bisa dikembalikan.

. tapi ada nggak pak, kalau jaminannya berupa sertifikat sawah
pak?

: ya ada mbak, itu namanya cari uang. Kaau cari uang atau
jaminanya sertifikat tanah ya lewat bank mbak. Kalau jaminannya
garapan ya antar petani biasanya mbak.

: owh begitu, lalu ketika perjanjian itu melibatkan sigpa sgja pak?
Apa perjanjian yang disaksikan dua pihak yang melakukan gadai?
Atau sampai melibatkan pemerintah desa pak?
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. kalau masalah itu macam-macam juga mbak, ada yang cuma
perjanjian tertulis dengan kwitansi dan disaksikan dua orang saksi,
kalau mereka saling percaya, dan ada yang melibatkan Kepala
Desa dan aparat desa yang lain, seperti pak Kadus sebagai
saksinya, dan pakai materai mbak. Ini dikhawatirkan suatu saat
ketika ada pihak yang ingkar janji kan ada saksi dan buktinya.

. lalu pak, sawahnya penggadai tadi kan digarap oleh sampeyan,
bukannya kalau begitu kasihan pihak penggadai pak? Disamping
dia harus mengembalikan uang 50 juta ke bapak, sawahnya
sampeyan garap? Kalau dipikir-pikir kan tidak adil pak bagi
penggadai ?

- lyaitu mbak, memang gak adil dan kasihan penggadai. Uang saya
utuh 50 juta, saya juga masih dapat hasil panenan dari menggarap
sawah. Hasil garapan itu sama sga dengan uang beranak mbak,
sama sga seperti bunga bank. Tapi mau bagaimana lagi mbak,
terkadang yang punya sawah itu sangat terdesak dengan
kebutuhan, bahkan malah menawarkan sawahnya untuk digarap
supaya jadi jaminan.

. lya pak, secara teori hukum Islam kan nggak boleh? Benar kan
pak?

. iya mbak, kalau secara teori hukum Islam kan tidak boleh,
makanya sekarang saya tidak mau meminjamkan uang atau
melakukan gadai. Kalau mereka mau ya saya sewa sgja sawahnya.
Kaau tidak mau ya sudah. Kalau mau saya sewa murah, tapi saya
pinjami uang yang dibutuhkan, kalau sudah punya uang bisa
ngembalikan uangnya ke saya, tapi sawahnya saya sewa. Saya
sudah tidak mau menggadai mbak, tidak mau saya, nggak enak
sama yang punya sawah. Kasihan dan merugikan penggadai mbak.



FIELDNOTE WAWANCARA INFORMAN

Nama Informan - Jainik (Rahin)

Hari/Tanggd
Waktu

: Kamis, 14 Meai 2015
: 10.00 WIB

Hasi| Wawancara

Peneliti
Pak Jainik

Pendliti
Pak Jainik

Pendliti

Pak Jainik

. pak saya mau tanya-tanya tentang gadai sawah ini pak.

: iya mbak, kebetulan saya juga habis menggadaikan sawah
kemarin.

- wah kebetulan ini pak, trus gadai sawah itu gimana pak?

. kalau gadai sawah ya misalnya saya butuh uang, trus sawah saya
saya gadaikan ke orang. Jaminannya garapan sawah, kalau masa
garapan sudah selesai maka saya harus mengembalikan uang yang
saya pinjam tadi. Kalau saya nggadaikan sawah saya seluas
seperlima hektar, dengan jumlah uang yang saya pinjam 50 juta,
jaminannya 2 tahun garapan. Soalnya, pada umumnya mbak sawah
seperlima hektar itu harga gadainya cuma 20-25 juta dengan masa
garapan 1 tahun, karena saya butuh uang 50 juta, makanya digarap
2 tahun oleh penerima gadai, tapi dalam waktu setahun saya harus
mengembalikan uang 50 juta itu mbak. Jadi semuanya sesuai
dengan kesepakatan antar dua belah pihak. Ini kan bukan
kesepakatan hukum mbak, hanya kesepakatan pribadi sga.

: owh begitu pak, tapi kenapa bapak lebih memilih gadai pak? Apa
karena harga gadainya besar dan uangnya cepat bapak terima? Lalu
apa faktor yang mendorog bapak untuk menggadaikan sawah?

- ilya mbak, pasti itu mbak. Jadi spekulasinya gini mbak, daripada
saya pinjam ke bank, itu kan sama sgja, tiap bulan saya harus bayar
bunganya, dana cairnya juga lama sekali. sekarang bunga bank
besar sekali mbak, setelah jatuh tempo saya juga harus

mengembalikan pinjaman tersebut. Ya kalau saya menggadaikan



Pendliti

Pak Jainik

Pendliti

Pak Jainik

Pendliti

Pak Jainik

sawah saya dengan harga Rp. 50.000.000,- karena untuk biaya
sekolah anak saya yang mau melanjutkan sekolah di Pelayaran
ternama di Surabaya mbak, biayanya di sana mahal, jadi saya
butuh uang tambahan. kalau gada yang sebelumnya buat modal
garap sawah saya yang lain.

: iya pak, tapi jenengan selaku peminjam atau penggadai, apakah
tidak merasa rugi pak? Bapak harus mengembalikan uang kalau
sudah jatuh tempo, disamping itu sawah bapak juga digarap oleh
penerima gadai.

. kalau saya tidak merasa rugi mbak, spekluasinya ya kayak tadi
mbak. Daripada saya gadaikan ke bank dengan membayar bunga
tiap bulan lebih baik saya gadaikan ke petani lain. Sama sga
menurut saya mbak, Cuma lebih enak kalau digadaikan ke sesama
petani. Saya dapat uang yang saya butuhkan, tigp bulan tidak
membayar bunga, tapi hanya mengembalikan pinjaman pokok 50
jutatadi, cuman ya sawah dari digarap orang yang menerima gadai,
saya tidak bisa menggarap. Orang menggarap sawah juga resiko
mbak. Apalagi cuacanya sekarang seperti ini.

. jadi menurut bapak, daripada digadaikan ke bank, lebih bak
digadaikan ke sesama petani sgja? Wong sama-sama bayar bunga
gitu pak?

. iya mbak, sama sgja, bunganya ya dari menggarap sawah saya
tadi.

. tapi ketika sawah jenengan digarap, pasti kan dia akan dapat
untung dari hasil panen pak?

: iyambak, memang dapat untung, tapi kan saya tidak menanggung
riskonya, bunganya kan sudah yang nggarap yang nanggung,
karena saya tidak ikut campur dalam garapan sawah saya itu. Dari
segi hitungan antara gadai di bank dengan gadai ke orang lain,
masih untung gadai ke petani lain bagi saya. Misalnya gini mbak,
saya pinjam uang di bank 30 juta, dengan jaminan sertifikat sawah



Pendliti

Pak Jainik

saya, tapi saya tidak bisa menggarap sawah saya, akhirnya sawah
saya sewakan kalau seperlima hektar itu laku Cuma 1,2 juta per
garapan, atau per 4 bulan. Kalau dikalikan 1 tahun berarti cuma 3,6
juta. Sedangkan kalau dihitung perbulan, pendapatan 1 tahun 3,6
juta, tapi tigp bulan harus membayar bungan bank, kalau 30 juta
pada umumnya bunganya kena 2%, yaitu sebesar 600 ribu, kalau
600 ribu dikalikan 12 bulan/1 tahun sebesar 7,2 juta. Kan nggak
nutut mbak antara pendapatan sewa dengan tanggungan membayar
bunga bank. Kalau sawah digadaikan, saya dapat pinjaman 30 juta,
tiap bulan saya nggak bayar bunga, cukup dengan sawah saya
digarap penerima gadai 3 gargpan, mau untung atau rugi terserah
dia, yang penting saya nggak ikut campur dan saya bebas dari
risko. Dalam waktu jatuh tempo, entah pinjam ke bank atau ke
petani lain, sama-sama mengembalikan hutang sebesar 30 juta. Jadi
gitu mbak perhitungannya. Makanya saya lebih memilih gada ke
petani lain daripada harus ke bank.

. tapi kalau berbicara masalah adil nggak adil ini pak, menurut
jenengan gadai ini adil nggak pak buat jenengan sendiri yang
nggadaikan sawah? Bapak harus ngembalikan uang, sawah juga
digarap orang lain, padahal kan bapak bisa garap sendiri?

: iya mbak, memang nggak adil, tapi kalau dispekulasi ke bank,
saya masih untung mbak. Perhitungannya juga sama, cuman ya itu
tadi, saya nggak bisa garap sawah saya. Apalagi ketika penggarap
tadi dapat untung yang besar dari hasil panen, 1 garapan bisa
berkali lipat dari modal yang dihabiskan untuk menggarap sawah
mbak. Tapi kan juga risiko mbak, apalagi sekarang musimnya
begini, penggarap harus hati-hati.



FIELDNOTE WAWANCARA INFORMAN

Nama Informan - Edy Sucipto,S.H. (Rahin & Murtahin)

Hari/Tanggd

Waktu

: Selasa, 12 Meai 2015
:12.35 WIB

Hasi| Wawancara

Peneliti
Pak Cip

Pendliti

Pak Cip

- Pak, kalau gadai sawah itu bagaimana pak?

. kalau gadai sawah sedikit sekali petani yang melakukannya,
kebanyakan mereka lebih memilih sewa, tetapi gadai juga
merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh petani yang sering
melakukan gadai sawah dengan kesepakatan yang mereka buat.
Kalau gadai uang pinjaman harus dikembalikan jika sawah
penggadal sudah selesai digarap oleh penerima gadai, penggadai
akan sangat terbebani dengan hal ini, tetapi kalau sewa kan tidak,
hanya sawah yang dikelola penerima sewa sedangkan pihak yang
menyewakan mendapatkan uang tanpa harus mengembalikannya.
Kalau gadai ya gini mbak, gadai itu sebenarnya meminjam uang
dengan ada jaminan. Jaminannya berupa sawah yaitu dengan
bentuk gargpan sawah. Misalnya aku sama sampeyan. Sampeyan
minjam uang ke saya dengan jaminan saya menggarap sawah
sampeyan selama satu tahun. Sebelum satu tahun uang belum bisa
dikembalikan, jadi menunggu masa garapan selesai. Kalau sudah
jatuh tempo belum bisa mengembalikan pinjaman, sawah tetap
digarap terus sampek bisa mengembalikan uang pinjamannya.

: menurut sepengetahuan saya pak, barang jaminan berupa sawah
itu tidak boleh digarap oleh penerima gadai pak.

. tapi mbak, justru kalau sawah tidak digarap itu bertentangan
dengan Undang-undang Pokok Agraria, itu dianggap
menelantarkan tanah yang produktif mbak.
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Pendliti

Pak Cip

Pendliti

Pak Cip

. iya pak, tapi menurut hukum Islam sawah tidak boleh digarap
oleh yang menerima gadai, karena kalau digarap itu adalah riba
pak, sebab penerima gadai akan mendapatkan hasil dari
garapannya itu, dan uang yang dipinjamkan juga akan kembali.
Bisa dikatakan itu uang beranak kan pak? Jadi hasil garapan tadi
itu sama dengan bunga yang harus dibayarkan oleh peminjam
uang.

. 1ya mangkanya itu mbak, kalau dari Hukum Islam beberapa
pendapat memang mengatakan lebih banyak riba, tetapi orang yang
meminjamkan uang dalam menunggu uangnya kembali tidak
meminta jaminan apapun, Siapa yang mau mbak? Pasti minta
imbalan.

: iya berarti sama sgja seperti pinjam uang di bank dan tiap bulan
membayar bunga, gitu pak?

: iya mbak, memang seperti itu. Tapi bunganya kan berupa
garapan, tidak dibayarkan perbulan seperti di bank. Y a serba repot
ya mbak, memang antara teori sama prakteknya itu sangat berbeda
sekali.

. lalu orang-orang yang melakukan perjanjian gadai melibatkan
pemerintah desa nggak pak? Sebaga saks begitul.

. kalau orang yang sadar hukum pasti akan datang ke saya untuk
melakukan perjanjian gadai mbak. Barusan ini ada orang yang
akad gadai sawah, saya buatkan blanko perjanjiannya, saya sebagai
saksi, dan perjanjian tertulis itu bermaterai mbak, dihadiri oleh
kedua belah pihak yang melangsungkan akad. Supaya kalau ada
yang melanggar perjanjian, jika digugat kan ada bukti tertulis dan
saksi-saksinya. Tapi orang-orang juga banyak yang melakukan
perjanjian sendiri pakai kwitansi, yang penting ada dua pihak dan
saksi-saksi, tidak perlu penguatan dari desa.



FIELDNOTE WAWANCARA INFORMAN

Nama Informan : Bapak Urip (Murtahin)

Hari/Tanggd

Waktu

: Jumat, 08 Mei 2015
: 19.55 WIB

Hasi| Wawancara

Peneliti
Pak Urip
Pendliti

Pak Urip

Pendliti

Pak Urip

Pendliti

Pak Urip

: jenengan masih aktif di kelompok tani ya pak?

- iyambak, kenapa ya?

: saya mau tanya masalah gadai sawah pak. Kalau sewa sawah,
saya sudah paham. Kalau gadai sawah itu gimana ya pak?

. kalau gadai sawah yang biasa saya lakukan, misalnya gini mbak,
sampeyan butuh uang, sampeyan pinjam ke saya dengan jaminan
saya menggarap sawah yang sampeyan punya, misalnya 3 garapan.
Setelah masa garapan selesai, sampeyan harus mengembalikan
uang pinjaman tadi dengan utuh, saya juga ngembalikan sawah
sampeyan. Kalau sampeyan tidak bisa ngembalikan pinjaman
setelah jatuh tempo, ya sawah sampeyan tetap saya garap terus
sampal sampeyan bisa mengembalikan uang saya.

: emh, terus akadnya gimana pak? Apa cukup dengan kwitans
sgja?

. kalau saling percaya ya cuku perjanjian tertulis dengan kwitansi
dan disaksikan saksi-saksi sgja mbak, tapi ada juga yang minta
surat perjanjian dari desa atau mengetahui desa, takut kalau-kalau
nanti ada yang melanggar kesepakatan.

. bapak kan selaku penerima gadai ya pak, biasanya alasan apa
yang mendorong petani menggadai kan sawahnya pak?

. biasanya kalau orang nggadaikan sawahnya ke saya ya karena
terdesak kebutuhan mbak, buat bayar sekolah anaknya atau untuk
kebutuhan konsumtif, atau mau menebus tanah yang sedang

disewa, ya macam-macam mbak kebutuhan orang.
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Pendliti

Pak Urip

: owh, begitu pak, trus tadi kan sawah digarap yang menerima
gadai, enak sekali ya pak yang minjami uang, selain uangnya nanti
kembali dengan jumlah utuh, dia juga dapat hasil dari menggarap
sawah berupa hasil panen. Kaau dipikir-pikir itu tidak adil pak
untuk penggadai? Sawahnya digarap, tapi dia juga harus
ngembalikan uang dengan jumlah utuh. Kan kasihan sekali pak.
Menurut bapak sendiri bagaiman?

. iya mbak, memang benar. Penerima gadai dapat dua keuntungan,
selain uangnya nanti kembali dengan jumlah utuh, dia juga dapat
hasil dari menggarap sawah berupa hasil panen. Sebenarnya tidak
adil untuk penggadai, karena sawahnya sudah digarap masih harus
mengembalikan uang dengan utuh. Tapi saya mau bagaimana lagi
mbak, kadang mereka memaksa karena terdesak kebutuhan. Ya
sayaterimasgja.

: iya pak, hasil garagpan itu kan sama sgja dengan bunga atau uang
beranak pak?

: iyambak, minta keuntungan lah karena sudah memberi pinjaman
tadi.

: iya itu pak, kalau menurut jenengan praktek gadai yang bapak
lakukan sesuai dengan hukum Islam atau tidak pak?

. kalau menurut I1slam ya tidak boleh mbak, karena seperti bungan
atau uang beranak tadi. Tapi ya mau bagaimana lagi mbak, saya
juga kasihan kalau misalnya dia pas lagi benar-benar butuh uang
dalam jumlah besar. Kalau gadai kan harganya besar mbak, beda
dengan sewa yang harganya murah. Tapi biasanya saya nawarin ke
mereka yang mau menggadaikan sawahnya ke saya mbak, saya
tawari kalau saya sewa sgja sawahnya, kalau dia mau ya saya sewa
sgja, kalau dia tidak mau ya saya terima kaau dia mau
menggadaikan sawahnya. Tapi bahasanya bukan gadai mbak,

pinjam uang dengan jaminan garapan sawah.



FIELDNOTE WAWANCARA INFORMAN

Nama Informan : Bapak Abdurrahim Sholeh (Murtahin & Rahin)

Hari/Tanggd
Waktu

: Rabu, 06 Mel 2015
:16.25WIB

Hasi| Wawancara

Pendliti

Pak Sholeh

Peneliti
Pak Sholeh

Pendliti

Pak Sholeh

Peneliti
Pak Sholeh
Peneliti

. pak, saya mau tanya tentang gadai sawah yang biasa bapak
lakukan? Sebenarnya gadai sawah itu bagaimana pak?

. kalau gadai sawah ya orang pinjam uang, jaminannya berupa
garapan sawah.

: maksudnya bagaimana pak?

: misalnya begini mbak, sampeyan pinjam uang ke saya 20 juta,
sampeyan punya sawah seperlima hektar, nah jaminan yang
sampeyan berikan ke saya adalah 3 garagpan sawah. Uang 20 juta
sampeyan bawa, sebagal jaminannya saya menggarap sawah
sampeyan selama 3 kali masa garapan. Setelah saya selesal
menggarap sawah sampeyan selama 3 kali masa panen, sampeyan
juga harus mengembalikan uang 20 jutaitu ke saya.

. tapi ketika 2 kali garapan saya punya uang 20 juta dan ingin
mengembalikan uang bisa nggak pak?

. ya nggak boleh mbak, harus nunggu sampai 3 garapan, wong
perjanjiannya begitu, kecuai di awa perjanjiannya boleh boleh
dikembalikan ketika sewaktu-waktu punya uang. Dan kalau sudah
jatuh tempo tapi sampeyan belum bisa mengembalikan uang itu, ya
sawah sampeyan saya garap terus sampa sampeyan bisa
mengembalikan uang yang sampeyan pinjam.

- owh gitu, kalau mau nambah pinjaman bisatidak pak?

: boleh mbak, tapi juga nambah garapannya.

- lalu perjanjiannya giman pak? Tertulis atau bagaimana?



Pak Sholeh

Pendliti

Pak Sholeh

Pendliti

Pak Sholeh

Pendliti

Pak Sholeh

Pendliti

. kalau perjanjiannya tertulis mbak, biasanya hanya kedua belah
pihak dengan kwitansi dan disaksikan saksi-saksi. Ada juga yang
melalui pemerintah desa sebagai saksinya dan bermaterai untuk
menghindari aklau salah satu pihak melanggar jan;ji.

: owh gitu pak, oh ya pak ketika sampeyan menggadaikan sawah
jenengan, alasannya kenapa pak?

. ya kalau alasan ya banyak mbak, kalau saya ya karena terdesak
kebutuhan, untuk modal menggarap sawah saya yang lain. Kalau
gada kan harganya tinggi mbak, daripada sewa sawah yang
harganya murah.

- iya pak, namanya juga sudah terdesak pak, harus segera dipenuhi.
Lalu masalah garapan tadi pak, tadi kan orang yang menerima
gadal sawah menggarap sawahnya penggadai pak, berarti enak ya
pak jadi penerima gadai, nanti uangnya kembali dengan jumlah
utuh, juga masih dapat hasil dari garapan sawahnya itu. Bukannya
kalau begitu kasihan yang pinjam uang pak? Sama sgja minta
keuntungan kalau gitu pak?

: iyaitu mbak. Sebenarnya nggak boleh seperti itu mbak, tapi mau
bagaimana lagi, kadang yang punya sawah sangking butuhnya
uang mesti mendesak saya untuk nggadal sawahnya.

: owh gitu pak, kalau secara hokum Islam kan juga nggak boleh
pak.

. iya betul mbak, kalau secara hokum Islam memang nggak boleh
sebenarnya, hasil garapan itu sama sgja dengan uang beranak atau
bunga kalau di bank. Tapi ya kebiasaannya petani kalau gadai
memang seperti itu mbak, di mana-mana ya akan mengikuti
kebiasaan itu, kalau nggak sama ya nggak ada yang mau mbak.

. iya pak, kalau dilihat juga gak adil bagi penggadai, cuma dapat
pinjaman 20 juta nanti suruh ngembalikan, tapi sawahnya masih
digarap pak, dan hasilnya dinikmati sendiri sama yang minjami

uang. Gimana menurut bapak?



Pak Sholeh

Pendliti

Pak Sholeh

- iya mbak, memang betul kalau tidak adil. Ya nggak adilnya dari
situ, makanya kadang beberapa orang nggak mau nerima gadai
mbak, karena itu tadi, nggak adil dan uang beranaknya besar sekali
kalau hasil panen kan kalau pas lagi untung bias berkali-kali lipat,
dan hasilnya dinikmati sendiri.

. kalau sudah tahu jika hal itu tidak adil kenapa msih dilakukan
pak?

. kalau saya karena memang benar-benar terdesak kebutuhan hidup
mbak dan saya membutuhkan uang dengan segera. Kalau saya

pinjam ke bank prosesnyalama dan berbelit-belit.



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokas Penelitian : Desa Temuasri Kecamatan Sempu

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015

No. Hari/Tanggal Uraian Kegiatan TTD
1. | Rabu, 01 April 2015 Silaturahmi dan memintaizin melakukan
penelitian

. Observas dan wawancara dengan masyarakat

2. | SeoigApNI 2015 yang pernah melakukan transaksi gadai sawah
Interview dengan kepala desa dan staf bagian
3. | Senin, 06 April 2015 kesgjahteraan masyarakat serta meminta
profil desa Temuasri

: Interview dengan ketua kelompok tani (Bapak

4. | Rabu, 15 April 2015 Suko Hadi Wiyono
Minggu, 26 April . .
5. 2015 Interview dengan Bapak Idik
6. Rabu, 06 Mei 2015 | Interview dengan Bapak Abdurrohim Sholeh
7. | Jumat, 08 Me 2015 Interview dengan Bapak Urip
8. | Sdlasa, 12 Mei 2015 Interview dengan Bapak Edy Sucipto
9. | Kamis, 14 Mei 2015 Interview dengan Bapak Jainik
10. | Selasa, 19 Me 2015 Melengkapi data yang kurang
10. | Jumat, 22 Méi 2015 germidiagen SiEE o S
penelitian
Temuasri,............... 2015

Mengetahui,

KEPALA DESA TEMUASRI

ALI SODIKIN




IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id e digilib.iain-jember.ac.id e digilib.iain-jember.ac.id e digilib.iain-jember.ac.id e digilib.iain-jember.ac.id e digilib.iain-jember.ac.id



STRUKTUR ORGANISASI DESA TEMUASRI

TAHUN 2015
KEPALA DESA
BPD [T
ALI SODIKIN
SEKRETARIS
EDY SUCIPTO, SH.
KAUR PEMERINTAHAN KAUR PEMBANGUNAN
SUKO HADI WIYONO WIDI SANTOSO
KAUR KEUANGAN KAUR KESRA
DENNY ALFATAH BEJO LEKSONO
KAUR UMUM
USWATUN HASANAH
KADUS TAPAKLEMBU KADUS KRAJAN KADUS AWU-AWU

KASTURI

BISRI MUSTOFA

ANAS TASIA

KADUS KARANGHARIJO

KADUS BENDOKEREP

TAUHID




PEDOMAN WAWANCARA

Informan : Petani Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi
Daftar Pertanyaan

1.
2.
3.

Apayang anda ketahui tentang transaksi gadai lahan persawahan?

Bagaimana proses transaksl gadai yang biasa anda lakukan dengan petani lain?
Bagaimana perlakuan terhadap barang gadai (jaminan) yang berupa lahan
persawahan?

Bagaimana proses perjanjian dua pihak atau lebih yang melakukan transaksi
gadai lahan persawahan?

Apa sgjakah faktor yang melatarbelakangi petani untuk melakukan transaksi
gadal lahan persawahan dengan petani lainnya?

Menurut anda, apakah dalam transaks gadai yang anda lakukan
menguntungkan semua pihak? Atau cenderung merugikan salah satu pihak?
Sehingga salah satu pihak mengalami ketidakadilan.

Menurut pendapat anda, apakah di dalam transaksi gadai yang biasa dilakukan

oleh para petani mengandung unsur riba?

. Bagaimana sikap anda jika memang benar di dalam transaksi gadai terdapat

unsur riba yang merugikan salah satu pihak? Apakah anda akan tetap
melakukan transaksi gadai lahan persawahan atau tidak?

. Apakah menurut anda pelaksanaan transaksi gadai lahan persawahan sesuai

dengan hukum Islam?



Dokumentasi Foto Bersama Petani Pelaku Gadai Sawah

Di Desa Temuasri

Foto setelah wawancara dengan Bapak Paidik dan Bapak Jainik
selaku Murtahin dan Rahin
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Dengan ini saya menyatakan bahwa skrips yang berjudul “Persepsi
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Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi (Tinjauan Terhadap Prinsip
Keadilan Bertransaksi Secara Syariah)” adalah benar-benar hasil penelitian /
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CECKLIST PENGUMPULAN DATA

1. Observas

Dalam observas yang dilakukan oleh peneliti pada tangga 04 April 2015

diperoleh hasil/data sebagai berikut :

a. Kondis geografis dan kemasyarakatan warga Desa Temuasri, dimana
sebagian besar wilayah Desa merupakan lahan pertanian yang
mengakibatkan sebagian warganya bermata pencaharian sebagai
petani, yaitu dengan mengelola lahan persawahan demi memenuhi
kebutuhan hidup, baik lahan milik mereka sendiri maupun lahan milik
orang lain yang berada di bawah kekuasaannya karena sebuah
transaksi atau perjanjian.

b. Transakss Muamalah yang biasa dilakukan oleh warga Desa Temuasri
dalam bidang pertanian, salah satunya yaitu transaksi gadai sawah
yang menjadi ha lumrah dilakukan oleh petani untuk memenuhi
kebutuhan hidup mereka. Meskipun hanya beberapa petani yang
melakukannya, tetapi gada sawah antar petani menjadi salah satu
aternative bagi petani untuk mendapat uang pinjaman dalam jumlah
besar dengan segera tanpa proses yang berbelit-belit.

2. Wawancara (I nterview)

a. Perseps petani terhadap transaksi gadai sawah di Desa Temuasri, di
mana menurut petani gadal dilakukan dengan kesepakatan antara dua
pihak, pihak pertama sebaga penggadai dan pihak kedua sebagai
penerima gadai. Pihak penggadai menyerahkan jaminan berupa
garapan sawah ditukar dengan pinjaman uang yang dibutuhkan.
Apabila waktu sudah jatuh tempo, maka masing-masing pihak harus
mengembalikan barang yang bukan miliknya  Penggadai
mengebalikan pinjamannya kepada penerima gadai dan penerima
gada harus mengembalikan sawah yang jas jaminan kepada

penggadai. Perjanjian gadai sawah dilakukan dengan perjanjian tertulis



yang disaksikan saksi-saksi, baik keluarga maupun aparat Desa
Temuasri.

Dalam praktiknya perjanjian gadai sawah dilakukan secara tertulis
dengan menghadirkan saksi-saksi baik keluarga maupun aparat Desa
Temuasri.

Pemanfaatan barang gadai

Daam praktiknya, jaminan yang berupa sawah dikelola oleh penerima
gadai sampai waktu jatuh tempo penggadai mengembalikan pinjaman.
Apabila dalam waktu itu penggadai belum bisa mengembalikan
pinjaman, maka sawah akan tetap digarap oleh penerima gadai sampai
penggadai dapat mengembalikan hutangnya. Dan hasil panen sawah
yang dikelola oleh penerima gadai, dinikmati sendiri oleh penerima
gadai. Dalam arti, apabila dalam mengelola terdapat risiko rugi atau
keuntungan yang besar sepenuhnya ditanggung dan milik penerima
gadai tanpaikut campur dari pihak penggadai. Menurut petani para
pelaku gadai, dalam transaks gadai mengandung unsure ketidakadilan
bagi penggadai dan hasil pemanfaatan sawah merupakan riba atau
uang beranak. Meski begitu, mereka tetap sgja melakukan transaksi
gadai karena himpitan ekonomi yang mendesak agar segera dipenuhi.

3. Dokumentasi
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Surat perjanjian gadai sawah

Peta dasar Desa Temuasri

Data kependudukan Desa Temuasri

Data geografis Desa Temuasri

Data kondisi pertanian Desa Temuasri
Struktur organisasi Desa Temuasri
Kondis pendidikan Desa Temuasri
Kondisi mata pencaharian Desa Temuasri

Kondis keagamaan Desa Temuasri
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“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang
dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)
Menyembunyikan persaksian. dan Barang siapa yang
menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa
hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-
Bagarah : 283)
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